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ABSTRAK 
Nama : Arriyasatul Muttaqiah 
Nim : 90100114095 
Judul Skripsi : Tinjauan Persepsi Mahasiswa Terhadap Online Shop 
Berdasarkan Prinsip Ekonomi Islam dan Relevansinya 
Terhadap Undang Undang Perlindungan Konsumen 
  
 
Jenis penelitian ini adalah Field Research Kualitatif (penelitian kualitatif 
lapangan) dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa, observasi, 
wawancara, dokumentasi, dan kepustakaan. Teknik yang digunakan untuk 
menganalisis yaitu pengumpulan data, reduksi data, sajian data dan penarikan 
kesimpulan. 
Setelah mengadakan pembahasan tentang tinjauan persepsi mahasiswa FEBI 
terhadap online shop berdasarkan prinsip ekonomi Islam dan relevansinya terhadap 
UU Perlindungan Konsumen maka penulis mengemukakan bahwa: pada era 
modernisasi saat ini, mahasiswa cenderung menyukai hal-hal yang instan dan praktis 
karena semakin berkembangnya teknologi saat ini. Oleh karena itu, hal inilah yang 
mencoba mahasiswa untuk berbelanja online shop. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa berdasarkan prinsip ekonomi Islam online shop itu hukumnya mu‟bah (boleh) 
selama tidak mengandung unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kezhaliman, 
penipuan, kecurangan, dan sejenisnya. Dan dimana rukun dan syaratya harus 
terpenuhi. Menurut beberapa informan atau mahasiswa yang telah diwawancarai 
mengatakan bahwa sah-sah saja dalam berbelanja via online shop selama barang 
tersebut jelas dan tidak ada unsur-unsur riba maupun gharar didalamnya, dan harus 
ada kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu antara pembeli dan penjual.  
Menurut literature bacaan  jual beli  online shop dalam hukum Islam dan UU 
Tentang Perlindungan Konsumen sangat terkait, karena dalam UUPK, pelaku usaha 
dituntut untuk tidak mengabaikan hak-hak konsumen, sehingga tercipta 
keseimbangan diantara keduanya. Hendaknya pelaku usaha menerapkan unsur-unsur 
syariah dalam transaksinya untuk konsumen, agar konsumen terhindar dari kerugian. 
Kaitan jual beli online shop menurut hukum Islam terhadap UUPK, secara garis besar 
dapat disimpulkan berdasarkan asas dan tujuan yang terdapat pada UUPK dan hukum 
Islam, yaitu asas manfaat, keadilan, keamanan, keseimbangan, kepastian hukum dan 
dalam hukum Islam ditambahkan mengenai informasi terkait halal dan haram. 
 
Kata kunci: Jual Beli Online, Prinsip Ekonomi Islam, UU Perlindungan 
Konsumen. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Sejarah telah meriwayatkan bahwa hidup Rasululah tidak lepas dari kegiatan 
bisnis. Sementara konsep yang dihalalkan adalah apa yang disebut value driven
1
, 
artinya menjaga, mempertahankan, menarik nilai-nilai dari pelanggan. Rasulullah saw 
sangat mengedepankan nilai moral dalam berbisnis tidak lain hanya untuk 
memuaskan pembeli. Dasar-dasar tentang bisnis telah disebutkan dalam Al-Qur‟an, 
QS an-Nisa/4: 29 yang berbunyi: 
                           
                         
Terjemahnya: 
 
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku 
dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; 
sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
2
 
 
  Aturan jual beli ini juga dijelaskan dalam firmanNya dalam QS al-Baqarah/2: 
275 yang berbunyi: 
                                                             
1
Buchari Alma, Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam (Bandung: Alfabeta, 2003), h. 21. 
2
Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya (Bogor: PT. Panca Cemerlang, 2015), 
h. 76. 
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                  
Terjemahnya: 
….Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba... 
 Islam tidak membatasi kegiatan jual beli hanya untuk memenuhi kebutuhan 
pribadi semata, melainkan juga untuk mendapatkan keuntungan yang berkah agar 
nantinya hasil dari keuntungan itu dapat dikeluarkan sebagai sedekah atau zakat 
untuk masyarakat yang membutuhkan. Dengan dimikian, jual beli menurut Islam 
pada hakekatnya tidak bersifat komsumtif dan hanya mengandung unsur material 
untuk memperoleh keuntungan di dunia, tetapi juga keuntungan hakiki di akhirat 
tentu dengan memperhatikan prinsip-prinsip jual beli yang dibolehkan menurut Islam. 
Dalam Islam sendiri jual beli diperkenalkan dalam bidang muamalah. 
Pengertian muamalah dalam arti luas adalah aturan hukum Allah untuk mengatur 
manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dan defenisi pengertian muamalah 
dalam arti sempit adalah aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia 
dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan 
harta benda.
3
 
Seiring dengan perkembangan kebudayaan dan teknologi, perkembangan 
teknologi telah memacu perubahan kebiasaan individu termasuk salah satunya dalam 
hal kebiasaan melakukan transaksi jual beli. Dahulu yang dimaksudkan transaksi jual 
                                                             
3
Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h.1. 
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beli harus dilakukan secara tatap muka di mana terjadi peralihan barang secara 
langsung dari penjual kepada pembeli, yaitu pembeli harus bertemu dengan penjual di 
pasar nyata.
4
 
Saat ini telah beralih kepada era di mana transaksi tidak lagi dilakukan secara 
tatap muka, melainkan sudah melalui media online. Tidak lagi harus terjadi 
pertemuan antara penjual dengan pembeli di pasar, melainkan cukup dengan 
menggunakan teknologi internet dan langsung terjadi transaksi antara penjual dan 
pembeli. Telah terdapat berbagai macam produk yang dijual tidak lagi melakukan 
penjualan secara tatap muka semata, melainkan sudah menggunakan teknologi untuk 
melakukan penjualan secara online. 
Era globalisasi saat ini banyak bermunculan model-model bisnis dengan 
menggunakan kecanggihan teknologi modern. Hal ini ditandai dengan 
berkembangnya media elektronik yang mempengaruhi aspek kehidupan manusia 
khususnya dalam bertransaksi jual beli media online, yakni internet. Peran internet 
saat ini bukan hanya untuk aktivitas komunikasi, namun juga sebagai alat untuk 
pencaharian informasi. Alat-alat komunikasi seperti komputer, laptop, smartphone 
sangat memudahkan masyarakat untuk melakukan koneksi dengan internet untuk 
melakukan transaksi via online shop. 
Online shop cara berbisnis yang mengutamakan efektivitas dalam 
pelaksanaannya. Ini artinya dengan melaksanakan transaksi bisnis proses transaksi 
                                                             
4M. Umer Chapra, “Negara Sejahtera Islami dan Perannya di Bidang Ekonomi”, dalam Ainur 
R. Sophian, Etika Ekonomi Politik: Elemen-Elemen Strategi Pembangunan Masyarakat Islam, 
(Surabaya: Risalah Gusti, 1997), h. 28 
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secara online pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan proses transaksi jual beli 
secara langsung. Transaksi secara online menggunakan kontrak jual beli yang disebut 
kontrak elektronik. Kontrak elektronik ini adalah perjanjian para pihak yang dibuat 
melalui sistem elektronik.
5
 Dengan demikian suatu transaksi online  harus memenuhi 
syarat sahnya perjanjian, yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan 
untuk melakukan perbuatan hukum, adanya objek, dan adanya kuasa yang halal.  
Online shopping atau yang sering disebut belanja via online adalah suatu 
proses pembelian barang atau jasa dari mereka yang menjual barang atau jasa melalui 
internet dimana penjual dan pembeli tidak pernah bertemu atau melakukan kontak 
secara fisik yang dimana barang yang dijual ditawarkan melalui display dengan 
gambar yang ada di suatu website atau toko maya. Setelahnya pembeli dapat memilih 
barang yang diinginkan untuk kemudian melakukan pembayaran kepada penjual 
melalui rekening bank yang bersangkutan. Setelah proses pembayaran diterima, 
kewajiban penjual adalah mengirim barang pesanan pembeli ke alamat tujuan. 
Berbelanja secara online memang saat ini sedang dinikmati oleh sebagian 
besar mahasiswa, karena dengan cara baru inilah mahasiswa tidak perlu merasa 
kesulitan lagi untuk memperoleh barang yang diinginkan. Memilih barang apa saja 
yang diinginkan, cukup dengan memilih gambar yang tersedia di account toko online 
                                                             
5
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik Pasal 1 
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shop tersebut lalu memesannya secara langsung, membayar dengan cara mentransfer 
langsung, hal ini sangat mudah sekali dilakukan.
6
  
 Transaksi dalam online shop ini terjadi sangat riskan, terutama jika pihak 
konsumen memiliki kewajiban melakukan pembayaran terlebih dahulu, sementara 
konsumen sendiri tidak dapat melihat kebenaran adanya barang yang dipesan ataupun 
kualitas barang pesanan tersebut. Lebih jauh lagi, pembayaran pun dapat dilakukan 
secara elektronik baik melalui transfer bank atau lewat pengisian nomor kartu kredit 
di dalam internet. Namun mudahnya dalam bertransaksi terbuat justru rawan 
menimbulkan banyak resiko dan kerugian yang ditanggung pembeli atau konsumen 
itu sendiri. Risiko penyebabnya adanya tidak bertemunya penjual dan pembeli. 
Setelah uang ditransfer, barang tak kunjung datang. Selain itu, barang tidak sesuai 
dengan spesifikasi yang telah dipaparkan dan pada akhirnya menimbulkan 
ketidakpuasan pelanggan. Hal ini sangat mengganggu konsumen, khususnya terhadap 
hak untuk mendapat kenyamanan serta hak untuk mendapatkan informasi yang benar, 
jelas, dan jujur atas produk yang diberikan oleh penjual atau pelaku usaha tersebut. 
Namun ternyata perjalanannya kemudian, banyak konsumen/pembeli yang 
merasa dirugikan karena barang yang diterima tidak sesuai dengan gambar atau 
barang yang diterima juga ternyata cacat atau barang tidak sampai kepada pembeli, 
dan banyak lagi kasus yang lainnya.  
                                                             
6
Yusuf al-Qardhawi. Norma dan Etika Ekonomi Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 
40  
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Dikeluarkannya Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam upaya 
melindungi hak-hak konsumen dalam jual beli online itu sendiri, setidaknya hal ini 
diharapkan dapat mendidik masyarakat Indonesia khususnya mahasiswa FEBI sendiri 
yang melakukan transaksi berbelanja online shop untuk lebih menyadari akan segala 
hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dimiliki.
7
 
 Dengan alasan yang telah terpaparkan secara jelas dalam latar belakang di 
atas, kiranya penulis merasa perlu mengangkat tema untuk membahas tentang 
bagaimana tinjauan persepsi mahasiswa FEBI terhadap online shop berdasarkan 
prinsip ekonomi Islam. Dimana konsumen atau pembeli sebagai pihak yang paling 
banyak dirugikan maka jual beli sistem online shop dalam hukum Islam serta 
relevansinya terhadap UU Perlindungan Konsumen.  
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus Penelitian  
Fokus penelitian yang ingin peneliti fokuskan dalam penelitian ini ialah 
bagaimana tinjauan persepsi mahasiswa FEBI terhadap berbelanja online shop itu 
sendiri berdasarkan prinsip ekonomi Islam. Dimana dalam jual beli online, 
Mahasiswa FEBI sebagai konsumen, dan bagaimana relevansi dalam jual beli online 
dalam hukum Islam terhadap UU Perlindungan Konsumen. 
 
 
                                                             
7
Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Pelindungan Konsumen, (Jakarta: 
Gramedia Pustaka Utama. 2000), h. 1-2. 
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2. Deskripsi Fokus 
Berdasarkan pada fokus penelitian dari judul tersebut diatas, dapat 
dideskripsikan berdasarkan permasalahan dan pendekatan peneliti ini, bahwa 
transaksi  yang terjadi pada penjual dan pembeli hasil produk barang melalui online 
shop dengan menerapkan hukum islam merupakan suatu upaya kongkrit yang 
dilakukan untuk mewujudkan penerapan harga yang adil, sehingga terciptanya 
keadilan produsen dalam menjual barangnya melalui sistem online shop dikalangan 
mahasiswa, dan Undang-Undang perlindungan Konsumen upaya untuk menjaga hak-
hak konsumen dalam melakukan transaksi melalui sistem online shop.  
C. Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka pokok yang akan 
dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah tinjauan persepsi mahasiswa terhadap online shop berdasarkan 
prinsip ekonomi Islam? 
2. Bagaimanakah relevansi jual beli online shop dalam hukum Islam terhadap UU 
Perlindungan Konsumen? 
D. Penelitian Terdahulu 
Berikut adalah tinjauan umum atas penelitian terdahulu: 
Pertama, skripsi yang membahas tentang “E-commerce Dalam Perspektif  
Hukum Islam (Studi PT. Aseli Dagadu Djokdja)” oleh Septiana Na‟afi. Pembahasan 
e-commerce dalam penelitian menjelaskan tentang usaha mengembangkan PT. Aseli 
18 
 
Dagadu Djokdja dengan menggunakan transaksi E-commerce supaya dikenal 
masyarakat luas dan menganalisis dari sudut diterima atau tidaknya jual beli E-
Commerce di kalangan masyarakat, dan cara transaksinya dilihat dari hukum Islam. 
Berbeda dengan penyusun yang menganalisis transaksi e-commerce. Hasil dari 
penelitian ini adalah transaksi e-commerce di PT. Aseli Dagadu Djokdja tidak 
menyimpang dari hukum Islam karena telah menerapkan prinsip kejujuran, keadilan, 
tanggungjawab, dan kerelaan, serta telah memenuhi syarat dan kaidah dalam jual beli. 
Kedua, skripsi karya Solikhin yang berjudul “Perlindungan Hak-Hak 
Konsumen Transaksi Jual Beli Online Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di 
Indonesia”. Dalam skripsi ini dibahas mengenai transaksi e-commerce berdasarkan 
UU No.11 Tahun 2008. Metodologi yang dipakai dalam penelitian ini merupakan 
library research. Berbeda dengan penyusun yang menggunakan field research dalam 
penelitiannya. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa konsep perlindungan 
hak-hak konsumen transaksi e-commerce dalam hukum Islam berdasarkan asas 
keseimbangan dan keadilan juga prinsip-prinsip muamalah, yaitu hak tanpa paksaan, 
kehalalan produk, kejelasan informasi dan harga, menghindari kemudaratan dan hak 
khiyar. 
Ketiga, skripsi karya Hernayanti yang berjudul “Pandangan Ekonomi Islam 
Terhadap Penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 
Konsumen”. Dalam skripsi ini dibahas mengenai pandangan Ekonomi Islam 
berdasarkan penerapan Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 
Konsumen. Metodologi yang dipakai dalam penelitian ini merupakan library 
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research. Berbeda dengan penyusun yang menggunakan field research dalam 
penelitiannya. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan Undang-
Undang ini belum sepenuhnya optimal ditengah-tengah masyarakat. 
Keempat, skripsi karya Juhrotul Khulwah dari Fakultas Syari‟ah dan Hukum 
UIN Sunan Kalijaga yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Jual Beli 
Dropship”. Dalam skripsi ini menggambarkan realita praktik jual beli dropship yang 
ada di masyarakat dan membahas sistem dropship dilihat dari pandangan hukum 
Islam diteliti dengan pendekatan normatif. Penelitian ini bersifat preskriptif dengan 
sumber data primer, yakni al-Qur‟an, hadis, ijma, kitab-kitab fiqh, dan kaidah ushul 
fikih. Hasil dari penelitian ini adalah praktik jual beli dropship diperbolehkan apabila 
barang yang diperjualbelikan dimiliki secara sempurna oleh penjual, namun jika 
barang tidak dimiliki secara sempurna maka jual beli tersebut tidak sah menurut 
syariat Islam.  
Kelima, Skripsi karya Rafika Insan Sakinah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Islam UIN Alauddin Makassar yang berjudul “Transaksi Jual Beli Online Dalam 
Perspektif Hukum Islam”. Dalam skripsi ini membahasn bagaimana hukum Islam 
mengenai transaksi jual beli online diteliti dengan pendekatan normatif. Juga dengan 
pendekatan fiqh muamalah yang merupakan kaidah kaidah yang berkaitan dengan 
hukum-hukum jual beli.  
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Adapun tujuan dan kegunaan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:  
1. Untuk mengetahui persepsi mahasiswa terhadap online shop berdasarkan prinsip 
ekonomi Islam 
2. Untuk mengetahui relevansi jual beli online shop dalam hukum Islam terhadap 
UU Perlindungan Konsumen 
Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Secara teoritis, dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi mengenai 
hukum islam terhadap jual beli melalui sistem online shop 
b. Secara praktis dari penelitian ini adalah diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak 
berkepentingan seperti para pembelajar jurusan ekonomi islam agar dapat 
menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai sistem jual dan beli melalui 
online shop dan mengetahui hak-haknya sebagai konsumen yang harus dilindungi 
hak-haknya dalam transaksi jual beli melalui sistem online shop. Dan bagi pelaku 
usaha jual beli online penulisan ini juga diharapkan dapat meningkatkan 
kesadaran pelaku usaha terhadap hak-hak konsumen dalam upaya meningkatkan 
mutu pelayanan kepada konsumen. 
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  BAB II 
TINJAUAN TEORITIS 
A. Jual Beli Online Shop Dalam Islam 
1. Definisi Jual Beli Online 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jual beli adalah persetujuan saling 
mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai 
pihak yang membayar harga barang yang dijual.
8
 Menurut Rahmat Syafe‟i, secara 
bahasa jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain.
9
 
Jual beli didefinisikan sebagai suatu perjanjian tukar-menukar benda atau 
barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu 
menerima barang dan pihak yang lain menerima sesuai dengan perjanjian yang telah 
disepakati. 
Jual beli merupakan pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela 
dan memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, berarti barang tersebut 
dipertukarkan dengan alat ganti yang dapat dibenarkan. Adapun yang dimaksud 
dengan ganti yang dibenarkan di sini berarti milik atau harta tersebut dipertukarkan 
dengan alat pembayaran yang sah, dan diakui keberadaanya, misalnya uang rupiah 
dan mata uang lainnya.
10
  
                                                             
8
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi IV 
(Cet. 1; Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008). h. 589. 
9
Rahmat Syafe`i, Fiqh Muamalah (Cet. X; Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 73. 
10
Suhrawardi K Lubis, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafida, 2000), Cet, I, h. 129. 
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Pengertian lainnya dari jual-beli ialah kontrak, seperti kontrak sipil lainnya, 
yang dibuat berdasarkan pernyataan (ijab) dan penerimaan (qabul) yang dinyatakan 
dengan jelas dan baik dengan lisan maupun lainnya yang bermakna sama. Pernyataan 
itu dapat dibuat secara personal maupun surat atau berita. Penerimaan dapat ditunggu 
hingga selesainya pertemuan. Penawaran yang dilakukan pembeli tidak boleh dibatasi 
oleh penjual maupun terhadap bagian tertentu dan barang objek jual beli. 
Penyimpangan kecil dari ijab maupun qabul akan menyebabkan jual beli itu tidak 
lengkap. Jika qabul tidak dilakukan pada waktu yang telah disepakati maka ijab  
menjadi batal dan hilang.
11
 
Jual beli online berasal dari kata jual beli, yang membedakan ialah dimana 
dalam jual beli secara biasa penjual dan pembeli saling bertemu secara langsung 
untuk memenuhi kebutuhan masing-masing, sedangkan dalam jual beli online dimana 
penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung dan melakukan transaksi melalui 
media internet (hp, tablet, computer).  
Kata Online terdiri dari dua kata, yaitu On (Inggris) yang berarti hidup atau 
didalam, dan Line (Inggris) yang berarti garis, lintasan, saluran atau jaringan.
12
 Secara 
bahasa online bisa diartikan “didalam jaringan” atau dalam koneksi. Online adalah 
keadaan terkoneksi dengan jaringan internet. Dalam keadaan online, kita dapat 
                                                             
 
11
Muhammad Sharif Chaudhry, Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar (Cet. I: Jakarta, 
Kencana. 2012), h. 124 
12Sederet.com”, Online Indonesian English Dictionary. http://mobile.sederet.com/ (02 
Agustus 2018). 
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melakukan kegiatan secara aktif sehingga dapat menjalin komunikasi, baik 
komunikasi satu arah seperti membaca berita dan artikel dalam website maupun 
komunikasi dua arah seperti chatting dan saling berkirim email. Online bisa diartikan 
sebagai keadaan dimana sedang menggunakan jaringan, satu perangkat dengan 
perangkat lainnya saling terhubung sehingga dapat saling berkomunikasi. 
Dari pengertian-pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli 
online adalah persetujuan saling mengikat melalui internet antara penjual sebagai 
pihak yang menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang 
yang dijual. Jual beli secara online menerapkan sistem jual beli di internet. Tidak ada 
kontak secara langsung antara penjual dan pembeli. Jual beli dilakukan melalui suatu 
jaringan yang terkoneksi dengan menggunakan handphone, komputer, tablet, dan 
lain-lain. 
Kegiatan jual beli online saat ini semakin marak, apalagi situs yang digunakan 
untuk melakukan transaksi jual beli online ini semakin baik dan beragam. Namun, 
seperti yang kita ketahui bahwa dalam sistem jual beli online produk yang ditawarkan 
hanya berupa penjelasan spesifikasi barang dan gambar yang tidak bisa dijamin 
kebenarannya. Untuk itu sebagai pembeli, maka sangat penting untuk mencari tahu 
kebenaran apakah barang yang ingin dibeli itu sudah sesuai atau tidak. 
Belanja online merupakan kegiatan sukarela, dan penggunaan yang 
berpartisipasi karena termotivasi secara intrinsik. Kenikmatan dapat diperoleh dari 
kesenangan dan kegembiraan dalam pengalaman berbelanja secara online, bukan 
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berdasarkan penyelesaian dan transaksi tersebut menentukan bahwa kenikmatan 
sebagai predictor yang konsisten dan kuat terhadap sikap berbelanja online. Jika 
konsumen akan memiliki sikap yang lebih positif terhadap belanja online itu sendiri. 
Dengan adanya sikap positif tadi, konsumen akan lebih memilih untuk membeli 
sebuah produk dengan menggunakan media internet sebagai mendia berbelanjanya. 
Berbelanja melalui sistem online shop memiliki pengertian suatu transaksi 
jual beli yang dilakukan kedua belah pihak melalui dunia maya yaitu menggunakan 
akses internet. Konsumen tidak langsung mendatangi toko untuk mencari produk, 
namun akan langsung melakukan transaksi dengan sebuah toko maupun penjual 
dalam sistem online ketika sudah mendapatkan produk yang diinginkan. Pencarian 
informasi produk menguntungkan bagi konsumen. Kelebihan ini menjadi daya tarik 
dari berbelanja via online shop dari pada berbelanja dengan cara yang biasa. 
Proses serta transaksinya sangat mudah dan tidak perlu banyak waktu, hanya 
melakukan transaksi transfer serta konsumen tinggal menunggu barang yang 
diinginkan sampai dirumah. Jual beli via online shop sangat digemari oleh para 
konsumen karea hanya duduk manis melakukan transaksi jual beli tanpa harus pergi 
ke suatu tempat untuk medapatkan barang yang diinginkan. 
2. Dasar Hukum Jual Beli  
 Jual beli begitu pun jual beli online dalam syariat Islam diperbolehkan. 
Adapun dalil al-Qur‟an yang membolehkannya antara lain: 
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a. Al-Qur‟an  
  Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia yang 
mempunyai landasan kuat dalam al-Qur‟an. Terdapat sejumlah ayat al-Qur‟an yang 
berbicara tentang jual beli, diantaranya: 
1. QS Al-Baqarah/2: 198  
                  .   
Terjemahnya: 
Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari 
Tuhanmu.
13
 
 
2. QS an-Nisa/4: 29  
                           
                          
 
Terjemahnya: 
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu 
dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka 
sama suka diantara kamu. Dan jaganlah kamu membunuh dirimu; 
sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu.
14
 
                                                             
13
Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Tejemahnya (Bogor: PT. Panca Cemerlang, 2015), 
h. 31. 
 
14
Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Tejemahnya (Bogor: PT. Panca Cemerlang, 2015), 
h. 83. 
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 Dalam ayat ini telah terdapat larangan bagi orang-orang yang beriman dari 
memakan harta sesamanya secara batil, dan dijelaskan bentuk keuntungan yang halal 
dalam pemutaran, yaitu perdagangan yang dilakukan dengan suka sama suka. 
Perniagaan merupakan jalan tengah yang bermanfaat antara produsen dan konsumen 
yang dilakukan dengan memasarkan barang. Dengan demikian, terdapat usaha untuk 
memperbaiki produk dan memudahkan perolehannya sekaligus. Jadi perniagaan ini 
berarti pelayanan antara kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat melalui 
perniagaan. Perolehan manfaat yang didasarkan pada kemahiran dan kerja keras, 
tetapi pada waktu yang sama dapat diperoleh keuntungan atau kerugian.
15
 
3. QS al-Baqarah/2: 275 
                   
Terjemahnya: 
….Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba... 
 
Ayat ini merujuk pada kehalalan jual beli dan keharaman riba. Ayat ini 
menolak argument kaum musrikin yang menentang disyariatkan jual beli dalam al-
Qur‟an dan menganggapnya sama dengan konsep ribawi. Untuk itu Allah 
mempertegas dalam ayat ini bahwa jual beli tidak sama dengan riba. Jual beli 
dibolehkan, dan riba dilarang. 
 
                                                             
15Solikhin, “Perlindungan Konsumen Transaksi Online Perspektif hukum Islam dan Hukum 
Positi”, Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga), h. 51 
27 
 
b. Sunnah 
Nabi Muhammad saw, juga menyebutkan dalam hadits nya. Beliau pernah 
ditanya oleh seseorang, “apakah usaha yang paling baik”, maka jawab beliau: 
 ََ  ًِ َْيهَع ُالله َّّهَص َّ ِبَّىنا ََّنا ٍِعفاَر هْب ٍَتَعفِر ْهَع : َلَبق ؟ َُبيَْطا ِبَسَكْنا ُِّ َ ا َِمئُس َمَّهَس  
)مْيِكَحنا ًَُحَحَص ََ  راََزبْنا ُيا ََ َر( َْ ُرْبَم ٍعَِّيب ُّمُك ََ  ِيَِذِيب ِمُج َّرنا ُمَمَع      
Artinya: 
Rasulullah saw, bersabda ketika ditanya salah seorang sahabat mengenai 
pekerjaan yang paling baik: Rasulullah ketika itu menjawab: pekerjaan yang 
dilakukan dengan tangan seseorang sendiri dan setiap jual beli yang diberkati 
(jual beli yang jujur tanpa diiringi kecurangan).
16
 
 
Dalam hadits lainnya yang diriwayatkan Ibnu Jarir dari Maimun bin Muhran 
bahwa Rasulullah saw. Bersabda: 
بًمِهْسُم َّرَُضی َْنا ٍمِهْسُمِن ُّمَِحی َلا ََ  َِتقْف َّصَنا َذَْعب ُرَبيِخْنا ََ  ٍضاََرت ْهَع ُعَْيبْنا     
(ریرج هبا يَر) 
Artinya: 
Jual beli hendaknya berlaku dengan rela dan suka sama suka dan pilihan sesudah 
tercapai persetujuan. Dan tidaklah halal bagi seorang muslim menipu sesama 
muslimnya.
17
 
 
 
 
 
 
                                                             
16
Mustofa Imam. Fiqih Muamalah Kontemporer. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 24 
17
Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 2 (Cet. I; Kuala Lumpur: Victoty Agnecia, 1998), h. 
362. 
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c. Kaidah fiqh 
Dalam fikih muamalah, hukum asal sesuatu itu dibolehkan selama tidak ada 
dalil yang mengharamkan. Pada dasarnya dalam hal-hal yang sifatnya bermanfaat 
bagi manusia hukumnya adalah boleh dimanfaatkan: 
 ِمْیِرْحَّتنا َّهَع ُمْيِنَّذْنا َّل َُذی َّّتَح تَح َبب ِْلإا ِءَبيَْشْلأا ِّف ُمَْصَلأا 
Artinya: 
Hukum asal segala sesuatu itu adalah kebolehan sampai ada dalil yang 
menunjukkan keharamannya.
18
 
 
Sebagaimana hukum dasar dari muamalah menurut Islam. Bisnis online 
hukumnya mubah (boleh) selama tidak mengandung unsur yang dapat merusaknya 
seperti riba, kezhaliman, penipuan, kecurangan, dan sejenisnya. 
Penjualan online berbasis media sosial dalam ekonomi Islam, penjualan 
online merupakan salah satu jenis transaksi jual-beli yang menggunakan media 
internet dalam penjualannya, yang saat ini paling banyak dilakukan ialah dengan 
berbasis penjualan online berbasis media sosial kepada mdia sosial seperti facebook, 
twitter, dan berbagai media sosial lainnya untuk memasarkan produk yang mereka 
jual. Saat ini penjualan online merupakan salah satu jenis transaksi yang banyak 
dipergunakan dalam jual beli online. 
3. Rukun Jual Beli  
Suatu jual beli maupun jual beli online dapat dikatakan sah apabila telah 
memenuhi rukun-rukun yang telah ditentukan oleh syara‟, pendapat jumhur ulama 
                                                             
18
A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan 
Masalah-masalah yang Praktis (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2010), h. 51. 
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yang menyatakan bahwa rukun jual beli. yaitu: a) ada pihak-pihak yang berakad 
(penjual dan pembeli); b) sighah atau (ijab dan qabul); c) Al-ma‟qud alaih atau (objek 
akad).
19
 
Pihak-pihak yang berakad dalam penjualan online telah jelas, yaitu ada yang 
bertindak sebagai penjual dan ada yang bertindak sebagai pembeli. Sighah dalam 
penjualan online biasanya berupa syarat dan kondisi yang harus disetujui oleh 
konsumen. Syarat dan kondisi (term and conditions) yang harus disetujui dapat 
dipahami sebagai sebuah sighah yang harus dipahami baik oleh produsen maupun 
konsumen. 
Penjualan online bentuk sighah yang dilakukan adalah dengan cara tulisan. 
Contohnya, apabila kita hendak membeli suatu barang melalui program telepon pintar 
(smartphone) akan ada pilihan bahwa konsumen telah membaca dan menyetujui 
aturan dan perjanjian yang dibuat. Syarat dan kondisi yang disetujui ini merupakan 
sighah yang harus dipahami baik oleh produsen maupun konsumen pada penjualan 
online. Begitu pula apabila kita melakukan transaksi dengan menggunakan media 
sosial, penjual harus menulis syarat dan kondisi apa saja yang terdapat dalam 
transaksi tersebut, keterbukaan penjual dan pembeli. 
Kemudian rukun akad yang ketiga adalah objek akad dalam transaksi, dalam 
penjualan online objek akad harus jelas dan barang harus secara sempurna dimiliki 
sipenjual. Hal ini bertujuan untuk menjaga agar tidak terjadi penipuan oleh si penjual. 
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Penjual dalam penjualan online harus secara jelas menulis berbagai spesifikasi dari 
barang yang dijual termasuk kekurangan dari barang tersebut.  
4. Syarat-Syarat Jual Beli 
Selain itu transaksi jual beli tidaklah cukup hanya dengan rukun-rukun yang 
telah disebutkan di atas, akan tetapi di balik rukun-rukun tersebut haruslah ada syarat-
syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual 
beli, baik itu si penjual maupun si pembeli. 
Adapun syarat sah jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan 
jumhur ulama adalah sebagai berikut.
20
 
a. Syarat-syarat orang yang berakad 
Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli 
harus memiliki syarat berikut: 
1. Berakal 
Beberapa ulama memberikan batasan umur terhadap orang yang dapat 
dikatakan baligh. Tetapi menurut Ahmad Azhar Bayir, kecakapan seseorang untuk 
melakukan akad lebih ditekankan pada pertimbangan akal sempurna bukan pada 
umur, karena ketentuan dewasa ini tidak hanya dibatasi dengan umur tetapi 
tegantung juga dengan faktor rusyd (kematangan pertimbangan akal). Sebagaimana 
firman Allah swt dalam QS an-Nisa/4: 5 yaitu: 
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                  …..       
Terjemahnya: 
Dan janganlah kamu berikan hartamu itu kepada orang yang bodoh (belum 
sempurna akalnya) harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan 
Allah sebagai pokok kehidupan.
21
 
 
Pihak-pihak yang berakal harus sudah mencapai tingkatan mumayyiz dan 
menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah yang dikatakan mumayyiz mulai sejak usia 
7 tahun. Oleh karena itu, dipandang tidak sah suatu akad yang dilakukan oleh anak 
kecil yang belum mumayyiz, orang gila, dan lain-lain.  
2. Beragama Islam.22 
3. Atas kehendak sendiri. Melakukan transaksi jual beli tanpa adanya paksaan 
dari orang lain atau tekanan dari salah satu pihak. Sehingga apabila terjadi 
transaksi jual beli bukan atas kehendak sendiri, maka transaksi jual beli 
tersebut tidak sah. 
4. Bukan Pemboros (Mubazir) 
5. Tidak Dipaksa. Maksudnya adalah orang yang melakukan transaksi harus 
dilakukan dasar suka sama suka. Ridha/kerelaan kedua belah pihak dan tidak 
ingkar janji.  
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b. Syarat yang terkait Sighat (Ijab dan Qabul) 
 Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan 
sah sebelum ijab dan qabul dilakukan. Sebab ijab qabul menunjukkan kerelaan. Pada 
dasarnya ijab qabul dilakukan dengan lisan, akan tetapi kalau tidak memungkinkan 
karena bisu atau lainnya, boleh dengan surat-menyurat yang mengandung arti ijab 
qabul. Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah 
kerelaaan kedua belah pihak. Imam al-Syaukani berpendapat: 
ذقَ لبق لله ّنبعت "ةربجت هع ضارت "لذف كنر ّهع نأ درجم ّضارتنا ٌُ طبىمنا  
لاَ ذب هم تنلاذنا ٍيهع ظفهب َأ ةربشإ َأ تیبىك ِأب ظفن َ عق َ ِأ تفص نبك ,ِأبَ  
ةربشإ ةذيفم مصح ١٢١  
 
Penjelasan pendapat Imam al-Syaukani ini menegaskan bahwa prinsip paling 
mendasar dalam jual beli adalah suka sama suka antara penjual dan pembeli. 
Seseorang dapat mengungkapkan perasaannya dengan berbagai cara, seperti dengan 
isyarat, tulisan, perantara, berita dan sebagainya, yang penting maksudnya 
tersampaikan.  
Menurut Imam Malik dan Ahmad Ibnu Hanbal, jika seorang pembeli 
mengambil suatu barang dagangan dan memberikan harganya, tanpa mengucapkan 
suatu ucapan atau tanpa isyarat kepada penjual, jual belinya sah, karena perbuatan 
tukar-menukar demikian sudah merupakan bukti suka sama suka. Sebab, kalau salah 
satu pihak tidak suka, tentu ia tidak akan memberikan miliknya kepada pihak yang 
lain.
23 
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c. Syarat untuk barang yang diperjualbelikan 
  Syarat untuk barang yang diperjualbelikan yakni sebagai berikut:  
1) Barang dalam keadaan suci dan halal. Islam melarang menjual-belikan benda 
yang najis. 
2) Barang yang diperjualbelikan harus teliti terlebih dahulu 
3) Barang ada atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan 
kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misalnya disebuah toko, 
karena tidak mungkin memajang barang dagangan semuanya karena masih 
dipabrik, tetapi secara meyakinkan barang itu bisa dihadirkan sesuai dengan 
persetujuan pembeli dengan penjual dan barang ini dihukumkan sebagai 
barang yang ada. 
4) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Olehnya itu bangkai, 
khamar, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli karena menurut syara‟ 
benda benda seperti itu tidak lagi bermanfaat bagi muslim. 
5) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh 
diperjualbelikan. Seperti memperjualbelikan ikan dilaut atau emas dalam 
tanah karena ikan dan emas ini belum dimiliki penjual. 
6) Barang yang diperjualbelikan tidak berada dalam proses penawar orang lain 
7) Memberikan manfaat menurut syara‟, maka dilarang jual beli benda-benda 
yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara‟, seperti menjual babi, 
cecak dan yang lainnya. 
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8) Diserahkan secara cepat maupun lambat, tidaklah sah menjual binatang yang 
sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi, barang-barang yang sudah hilang 
atau barang yang sulit dieroleh kembali karena samar, seperti seekor ikan 
jatuh kekolam, maka tidak diketahui dengan pasti ikan terebut, sebab dalam 
kolam tersebut terdapat ikan-ikan yang sama. 
9) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati 
bersama ketika transaksi berlangsung.   
10)  Barang sebagai obyek jual-beli dapat diserahkan. 
11)  Barang itu kepunyaan yang menjual 
12)  Jelas barangnya. Barang yang diperjual-belikan oleh penjual dan pembeli 
dapat diketahui dengan jelas zatnya, bentuknya maupun sifatnya sehingga tidak 
terjadi kekecewaan antara kedua belah pihak yang mengadakan jual-beli, juga 
tidak terjadi jual-beli gharar, karena hal itu adalah dilarang oleh agama. 
sesuai dengan sabda Rasulullah yang artinya: Rasulullah saw, melarang jual 
beli hashah dan jual beli gharar. (HR. Ahmad) 
5. Jual Beli Salam (Jual Beli Pembayaran di Muka) 
a. Pengertian Jual Beli Salam  
  Kata as-salam disebut juga dengan as-salaf (penyerahan). Maknanya, adalah 
menjual sesuatu dengan sifat-sifat tertentu, masih dalam tanggungjawab pihak 
penjual tetapi pembayaran segera atau tunai. Atau dengan kata lain transaksi as-salam 
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ialah menjual sesuatu yang tidak dilihat zatnya, hanya ditentukan dengan sifat, barang 
itu ada di dalam pengakuan (tanggungan) si penjual.
24
 
  Jual beli salam, spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli 
dan penjual di awal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah 
selama jangka waktu akad. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara 
umum yang meliputi: jenis, spesifikasi teknis, kualitas dan kuantitasnya. Barang 
pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara penjual dan 
pembeli. Jika barang pesanan yang dikirimkan salah atau cacat, maka penjual harus 
bertanggung jawab atas kelalaiannya. 
b. Syarat jual beli as-salam.25
 
 a) Modal Transaksi As-Salam 
Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam modal as-salam adalah sebagai berikut: 
1. Modal Harus Diketahui 
Barang yang akan disuplai harus diketahui jenis, Kualitas, dan jumlahnya 
hukum awal mengenai pembayaran adalah bahwa ia harus dalam bentuk uang tunai. 
2.  Penerimaan Pembayaran as-Salam 
Sebagaimana difahami dari namanya as-salam (penyerahan) atau as-salaf 
(mendahulukan), maka para ulama sepakat bahwa pembayaran jual beli salam harus 
dilakukan di muka atau kontan saat transaksinya. 
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b) Al-Muslam Fiihi (Barang) 
Di antara syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam al-muslam fiihi atau barang 
yang ditransaksikan dalam ba‟i as-salam adalah sebagai berikut: 
a. barang/obyek pesanan mempunyai kriteria yang jelas seperti jenis, ukuran (tipe), 
mutu dan jumlahnya. 
b. Harus bisa diidentifikasi secara jelas untuk mengurangi kesalahan akibat 
kurangnya pengetahuan tentang macam barang tersebut (misalnya beras atau kain), 
tentang klasifikasi Kualitas (misalnya Kualitas utama, kelas dua, atau eks ekspor), 
serta mengenai jumlah. 
c. Penyerahan barang dilakukan di kemudian hari.
26
 
d. Barang tersebut tidak termasuk dalam kategori yang dilarang syara‟ (najis, haram, 
samar atau tidak jelas).
27
 
e. Bolehnya menentukan tanggal waktu di masa yang akan datang untuk penyerahan 
barang. 
c. Rukun as-Salam 
Untuk rukun Jual beli online juga di qiyaskan kepada jual beli as-salam, 
adapun rukun-rukunnya adalah: 
Pelaksanaan jual beli as-salam harus memenuhi sejumlah rukun berikut Ini: 
1. Muslam atau pembeli. 
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2. Muslam ilaih atau penjual. 
3. Modal atau uang. 
4. Muslam fiihi atau barang. 
5. Sighat atau ucapan.
28
 
d. Dasar Hukum as-Salam 
  Dasar hukum jual beli salam terdapat dalam QS al-Baqarah/2: 282 yang 
berbunyi: 
                             
Terjemahnya: 
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai 
untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.  
 
  Terdapat juga dalam hadits Nabi saw yaitu: Hadits riwayat Bukhari dari ibn 
„Abbas, Nabi bersabda: “Barang siapa melakukan salaf (salam), hendaknya ia 
melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas, untuk jangka waktu 
yang diketahui” (H.R al-Bukhari). 
8. Hak-Hak Konsumen dalam Islam 
Dalam hukum Islam, upaya untuk memberikan perlindungan terhadap 
konsumen, pembeli mempunyai hak istimewa berupa Khiyar, yaitu hak yang 
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diberikan kepada pihak-pihak yang melakukan transaksi untuk meneruskan atau 
membatalkannya. Diantaranya yaitu:
29
 
a. Khiyar Majelis (hak pilih dilokasi) 
Yaitu antara penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual beli 
atau akan membatalkannya. Selama keduanya masih ada dalam satu tempat (majelis), 
khiyar majelis boleh dilakukan dalam berbagai jual beli. Rasulullah saw. Bersabda 
yang artinya: Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra. katanya: Sesungguhnya Rasulullah 
saw. pernah bersabda: “Penjual dan pembeli, masing-masing mempunyai hak khiyar 
yaitu kesempatan berpikir selagi mereka belum berpisah melainkan jual beli khiyar.
30
 
b. Khiyar „Aib (hak pilih karena cacat barang) 
Yaitu hak pilih dari kedua belah pihak yang melakukan akad, apabila terdapat 
suatu cacat pada benda yang diperjualbelikan dan cacat itu tidak diketahui 
penjual/pemiliknya pada saat akad berlangsung. Dalam jual beli ini disyaratkan 
kesempurnaan benda-benda yang dibeli, seperti seseorang berkata; “saya beli mobil 
itu dengan harga sekian, bila mobil itu ada cacatnya akan saya kembalikan,” seperti 
yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dari Aisyah r.a. bahwa seseorang 
membeli budak, kemudian budak tersebut disuruh berdiri didekatnya, didapatinya 
pada diri budak itu kecacatan lalu diadukannya kepada Rasul, maka budak itu 
dikembalikan pada penjual. Hal ini juga sebagaimana sabda Rasulullah saw. Dari 
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Uqabah bin Amir bahwa seorang muslim adalah saudara muslim lainnya. Tidak halal 
bagi seorang muslim menjual sesuatu kepada saudaranya, sementara didalamnya 
terdapat cacat, kecuali ia menjelaskannya (HR. Ahmad, Ibnu Majah, Tabrani).
31
 
c. Khiyar Syarat (hak pilih dalam persyaratan) 
Yaitu ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya, apakah 
meneruskan atau membatalkan akad selama dalam tanggung waktu yang disepakati 
bersama. Seperti seseorang berkata: “Saya beli barang ini dari engkau dengan syarat 
saya berhak memilih meneruskan atau membatalkan akad selama tiga 
hari.”Sebagaimana Rasulullah saw. bersabda yang artinya: “Kamu boleh khiyar pada 
setiap benda yang telah dibeli selama tiga hari tiga malam.” (HR. Baihaqi).32 
Selama waktu tersebut, jika pembeli menginginkan, ia bisa melaksanakan jual 
beli tersebut atau membatalkannya. Syarat ini juga boleh bagi kedua pihak yang 
berakad secara bersama-sama dan juga boleh bagi salah satu pihak saja jika ia 
mempersyaratkannya. 
d. Khiyar ar-Ru‟yah (hak pilih melihat) 
Khiyar ru‟yah adalah khiyar atau pilihan untuk meneruskan akad atau 
membatalkannya, setelah barang yang menjadi objek akad dilihat oeh pembeli. Jika 
pembeli kemudian melihat barang tersebut dan tidak berhasrat terhadapnya, atau 
pembeli melihat barang tersebut tidak sesuai dengan keinginannya, maka pembeli 
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berhak menarik membatalkan diri dari akad jual beli tersebut. Rasulullah saw. 
bersabda yang artinya: “Siapa yang membeli sesuatu yang belum ia lihat, maka ia 
berhak khiyar apabila telah melihat barang itu.” (HR. Daruqutni dari Abu Hurairah). 
B. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam 
Islam sebagai agama pemiliknya memiliki beberapa prinsip yang harus 
dipegang teguh oleh pemeluknya. Pada dasarnya prinsip-prinsip (bisnis) dalam 
ekonomi syariah, adalah sebagai berikut: 
1. Prinsip Keseimbangan  
Kegiatan ekonomi syariah harus didasarkan pada prinsip keseimbangan. 
Keseimbangan yang dimaksudkan adalah bukan hanya berkaitan dengan 
keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi, tapi juga berkaitan dengan 
keseimbangan kebutuhan individu dan kebutuhan kemasyarakatan (umum). Islam 
menekankan keselarasan antara lahir dan batin, individu dan masyarakat. 
 Keseimbangan yaitu harus bersifat dinamis yang mengerahkan kekuatan dan 
menentang ketidak adilan dalam mewujudkan sebuah jual beli dalam sebuah bisnis 
yang dijalaninya. Pencapaian kesejahteraan dunia dan akhirat dilakukan secara 
bersamasama. Oeh sebab itu, sumber daya ekonomi harus diarahkan untuk mencapai 
kedua kesejahteraan tersebut. Islam menolak secara tegas umat manusia yang terlalu 
rakus dengan penguasaan materi dan menganggapnya sebagai ukuran keberhasilan 
ekonomi. Ekonomi Islam berusaha mewujudkan keseimbangan antara kebutuhan 
individu dan sosial masyarakat. Seorang muslim, diharapkan peduli dengan sesama 
manusia ketika melakukan aktivitas bekerja atau berbisnis. Nilai dasar keseimbangan 
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ini seain mengutamakan kepentingan dunia dan akhirat, juga mengutamakan 
kepentingan perorangan dan kepentingan umum, dengan dipeliharanya keseimbangan 
antara hak dan kewajiban.
33
 
2. Prinsip Khilafah  
 Dalam Al-qur‟an Allah berfirman bahwa manusia diciptakan untuk menjadi 
khalifah dibumi artinya untuk menjadi pemimpin dan pemakmur dibumi. Karena itu 
pada dasarnya setiap manusia adaah pemimpin. Nabi bersabda: “setiap kalian adalah 
pemimpin, dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya”. 
Ini berlaku bagi semua manusia, baik dia sebagai individu, kepala keluarga, 
pemimpin masyarakat atau kepala Negara. Fungsi utamanya adalah untuk menjaga 
keteraturan interaksi antar kelompok termasuk dalam bidang ekonomi agar kekacauan 
dan keributan dapat dihilangkan, atau dikurangi.
34
 
 Menurut M. Umer Chapra, ada empat faktor yang terkait denga khilafah 
dalam hubungannya dengan ekonomi Islam, yaitu universa brotherhood 
(persaudaraan universal), resource are a trust (sumber daya alam merupakan amanat), 
humble life style (gaya hidup sederhana), dan human freedom (kemerdekaan 
indonesia).
35
 Keempat faktor ini merupakan penyangga khilafah sebagai wahana 
untuk mencapai kesejahteraan kehidupan dunia dan kesejahteraan di akhirat. 
Persaudaraan universal yang melibatkan seluruh umat manusia karena setiap orang 
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adalah khilafah Allah dimuka bumi tanpa membedakan suku, bangsa, atau Negara 
asal. Persaudaraan ini membawa pada kesamaan derajat dan kehormatan manusia. 
3. Prinsip Keadilan (adl) 
Nilai keadilan merupakan konsep universal yang secara khusus berarti 
menepatkan sesuatu pada posisi dan porsinya. Kata adil dalam hal ini bermakna tidak 
berbuat zalim kepada sesama manusia, bukan berarti sama rata sama rasa. Dengan 
kata lain, maksud adil disini adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. 
4. Nubuwwah (kenabian) 
Karena sifat Rahim dan kebijaksanaan Allah, manusia tidak dibiarkan begitu 
saja didunia tanpa mendapat bimbingan. Karena itu diutuslah para Nabi dan Rasul 
untuk menyampaikan petunjuk dari Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup 
yang baik dan benar di dunia, dan mengajarkan jalan untuk kembali (taubat) keasal-
muasal segala sesuatu yaitu Allah. Fungsi rasul adaah untuk menjadi model terbaik 
yang harus diteladani manusia agar mendapat keselamatan didunia dan di akhirat. 
Untuk umat muslim, Allah telah mengirimkan manusia untuk diteladani sampai akhir 
zaman, Nabi Muhammad saw. Sifat-sifat utama yang harus diteladani oleh manusia 
pada umumnya dan pelaku ekonomi serta bisnis pada khususnya adalah Siddiq 
(benar, jujur), amanah (tanggungjawab, terpercaya), fathonah (kecerdikan, 
kebijaksanaan), tabligh (komunikasi, keterbukaan). Oleh karena itu tidak 
mengherankan karena di dalam Al-quran, beliau disebut sebagai manusia yang 
memiliki akhlak yang paling agung. Terdapat dalam QS al-Ahzab/33: 21 yang 
berbunyi: 
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                              
      
 
Terjemahnya: 
Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik 
bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) 
hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah. 
 
 Nabi Muhammad saw memiliki akhlak dan sifat-sifat yang mulia. Oleh karena 
itu hendaklah kita mempelajari sifat-sifat baginda yaitu Siddiq, Amanah,Fathonah, 
dan Tabligh. 
C. Perlindungan Konsumen 
1. Pengertian Perlindungan Konsumen 
Pengertian perlindungan konsumen terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang 
Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut 
Undang Undang Perlindungan Konsumen/UUPK), yaitu segala upaya yang menjamn 
adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. 
Rumusan pengertian perlindungan Konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 
angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut cukup memadai. Kalimat 
yang menyatakan:  
“Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi 
perlindungan kepada konsumen”, diharapkan sebagai benteng untuk menjadikan 
tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk 
kepentingan perlindungan konsumen.
36
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Republik Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bab I, pasal 1, angka 1. 
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Kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen itu 
antara lain adalah dengan meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta 
membuka akses informasi tentang barang dan atau jasa baginya, dan menumbuhkan 
sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab.
37
  
2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen 
Pasal 2 Undang Undang Perlindungan Konsumen, asas perlindungan 
konsumen adalah: 
“Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, 
keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”.38 
 
Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 
(lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu: 
1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamatkan bahwa segala upaya 
dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan 
manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku 
usaha secara keseluruhan; 
2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat 
diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada 
konsumen dan pelaku usaha untuk meperoleh haknya dan melaksanakan 
kewajibannya secara adil, 
3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara 
kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materil 
dan spiritual, 
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk 
memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen 
dalam penggunaaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa 
yang dikonsumsi atau digunakan, 
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Adrian Sutedi, Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen, (Bogor: Ghalia 
Indonesia, 2008), h. 9 
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Republik Indonesa, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bab II, pasal 2. 
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5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen 
menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan 
perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.
39
 
Kelima asas yang disebutkan dalam Pasal tersebut, bila diperhatikan 
substansinya, dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian asas yaitu: 
1) Asas kemanfaatan yang di dalamnya meliputi asas keamanan dan 
keselamatan konsumen; 
2) Asas keadilan yang di dalamnya meliputi asas keseimbangan, dan  
3) Asas kepastian hukum.40 
 
Tujuan perlindungan konsumen juga diatur dalam pasal 3 UUPK No. 8 Tahun 
1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:
41
 
1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk 
melindungi diri; 
2. Mengangkat harkat dan martabat konumen dengan cara 
menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan jasa; 
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan 
menutut hak-haknya sebagai konsumen; 
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur 
kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk 
mendapatkan informasi; 
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya 
perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan 
bertanggung jawab dalam berusaha; 
6. Meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan 
usaha produksi barang dan atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, 
dan keselamatan konsumen. 
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Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen, bab II, pasal 2.  
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Ahmad Miru, Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia, (Jakarta: 
Rajawali Pers, 2011), h. 33. 
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Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen, bab II, pasal 3.  
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3. Pengertian Konsumen 
Konsumen berasal dari kata concumer (Inggris-Amerika), atau consument 
atau konsument (Belanda). Secara harfiah arti kata consumer adalah (lawan dari 
produsen) setiap orang yang menggunakan barang.
42
 Konsumen pada umumnya 
diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh 
pengusaha, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak 
untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan lagi. 
43
 Konsumen menurut Pasal 1 angka 
2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah 
setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi 
kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makluk hidup lain dan tidak 
untuk diperdagangkan.  
Nilai barang atau jasa yang digunakan konsumen dalam kebutuhan hdiup 
mereka tidak diukur atas dasar untuk rugi secara ekonomis belaka, tetapi semata-mata 
untuk memenuhi kebutuhan hidup raa dan jiwa konsumen .
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4. Hak dan Kewajiban Konsumen 
Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 
Konsumen diatur mengenai hak konsumen adalah: 
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Janus Sidabalog, Hukum Pelindungan Konsumen di Indonesia, (Bandung:  Citra Aditya 
Bakti, 2010), h. 17 
44
Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 
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1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi 
barang dan/atau jasa; 
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang 
dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan 
yang dijanjikan; 
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur, mengenai kondisis dan 
jaminan barang dan/atau jasa; 
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa 
yang digunakan; 
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian 
sengketa perlindungan konsumen secara patut; 
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan penidikan konsumen; 
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak 
diskriminatif; 
8. Hak untuk mendapatkan konpensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, 
apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian 
atau tidak sebagaimana mestinya; 
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 
lainnya.
45
 
 
Beberapa rumusan tentang hak-hak konsumen yang telah dikemukakan secara 
garis besar dibagi dalam tida hak yang menjadi prinsip dasar, yaitu: 
1. Hak yang dimaksud untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik 
kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan. 
2. Hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga yang wajar, 
dan 
3. Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan 
yang dihadapi. 
 
Ketiga hak prinsip dasar tersebut merupakan beberapa hak konsumen 
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 
Perlindungan Konsumen, maka hal tersebut sangat essensial bagi konsumen, 
sehingga dapat dijadikan/merupakan prinsip perlindungan konsumen di Indonesia. 
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Selain hak konsumen, kewajiban konsumen juga diatur di dalam Pasal 5 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Kewajiban 
konsumen antara lain: 
1. Beritikad baik dalam melakukan pembelian barang daan/atau jasa; 
2. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati 
3. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen 
secara patut.
46
 
 
Kewajiban lain yang perlu mendapat penjelasan lebih lanjut adalah kewajiban 
konsumen mengikuti penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara 
patut. Kewajiban ini dianggap sebagai hal baru, sebab sebelum diungangkannya 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen hampir 
tidak dirasakan adanya kewajiban secara khusus seperti ini dalam perkara perdata, 
sementara dalam kasus pidana tersangka terdakwa lebih banyak dikendalikan oleh 
aparat kepolisian dan/atau kejaksaan. 
Adanya kewajiban seperti ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1999 Tentang Perlindungan Konsumen dianggap tepat, sebab kewajiban ini adalah 
untuk mengimbangi hak konsumen untuk mendapatkan penyelesaian sengketa 
perlindungan konsumen secara patut.
47
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 BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
  Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan kualitatif (field 
research kualitatif) Penelitian kualitatif ini adalah suatu penelitian lapangan yang di 
ajukan untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, 
sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. 
Berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang dan penelitian yang diamati.
48
 
Obyek penelitiannya yaitu mengenai bagaimana persepsi mahasiswa FEBI dalam 
berbelanja online shop berdasarkan prinsip ekonomi Islam dan relevansinya terhadap 
Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen.  
 Penelitian ini memilih lokasi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atau biasa 
disingkat dengan (FEBI) Kampus II UIN Alauddin Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 
Samata-Gowa, Makassar. Dengan argumentasi bahwa pemilihan lokasi tersebut 
memenuhi persyaratan sebagai lokasi penelitian untuk memperoleh data, informasi 
dan dokumen yang dibutuhkan. 
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B. Pendekatan Penelitian 
Adapun metode pendekatan penelitian yang akan digunakan pada penelitian 
ini adalah sebagai berikut: 
a. Pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menelusuri atau mengkaji 
hukum Islam seperti Al-Qur‟an yang terkait dalam transaksi jual beli sonline shop 
dan mengkaji mengenai kaitan transaksi jual beli online shop dalam pandangan  
Islam terhadap Undang-Undang perlindungan Konsumen 
b. Pendekatan sosiologis yaitu pendekatan yang peneliti melakukan interaksi 
lingkungan sesuai dengan unit social, individu, kelompok, lembaga atau 
masyarakat. 
C. Jenis dan Sumber Data 
Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subyek data dari 
mana data diperoleh.
49
 Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 
1. Data Primer 
Data primer adalah data yang di peroleh langsung di lokasi penelitian yaitu 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Sumber data primer ini adalah hasil dari 
wawancara terhadap pihak-pihak yang melakukan pembelian dalam jual beli melalui 
sistem online shop di kampus FEBI yang akan di bahas di lokasi penelitian 
2. Data sekunder 
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Data sekunder adalah data penelitian yang berasal dari sumber kedua yang 
dapat diperoleh melalui buku-buku, skripsi, jurnal, artikel, dan dari peraturan 
perundang-undangan atau diperoleh dari catatan pihak lain yang berkaitan dengan 
penelitian ini.  
D. Metode Pengumpulan Data 
Metode yang di gunakan untuk melakukan pengumpulan data dalam 
penelitian ini sebagai berikut: 
1. Observasi adalah suatu proses yang kompleks, suatu yang tersusun dari 
berbagai proses biologis dan psikologis melalui pengamatan dengan 
menggunakan pancar indera.
50
 Observasi dilakukan secara langsung pada 
mahasiswa FEBI melakukan pencatatan secara langsung terhadap hal-hal 
yang berhubungan dengan masalah penelitian ini. 
2.  Wawancara adalah teknik yang lebih cocok di gunakan dalam pendekatan 
survey. Pertanyaan yang efektif akan membantu pengumpulan data yang 
akurat. Atau dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab 
pada kesempatan lain. 
3. Dokumentasi metode dokumentasi adalah sejumlah fakta dan data tersimpan 
dalam bahan yang berbentuk dokumentasi yang ada di Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Islam (FEBI), seperti tulisan yang berupa peraturan serta gambar dan 
foto sebagai pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara, 
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4. Penelitian kepustakaan, dalam melakukan penelitian kepustakaan penulis 
mempelajari dan membaca peraturan perundang-undangan, pendapat ahli, 
buku-buku, kitab fiqh, dan karya-karya tulis lain yang berhubungan dengan 
yang diteliti. 
E. Instrumen Peneitian 
Adapun alat-alat yang akan mendukung penelitian ini adalah: 
a. Buku memo, yaitu salah satu yang digunakan peneliti sebagai media pencatatan 
beberapa kutipan dari literature ataupun hasil interview agar lebih memudahkan 
peneliti untuk mengumpulkan data; 
b. Alat tulis, seperti pupen atau pensil digunakan peneliti untuk merekam informasi 
dalam bentuk tulisan guna melaksanakan penelitian 
c. Notebook atau computer jinjing, yaitu instrument terpenting dalam proses 
penelitian ini. Mengingat kegunaanya yang multifungsi serta praktis, maka 
peneliti menggunakan instrument ini dalam berbagai kepentingan yang dianggap 
perlu selama proses penelitian ini berlangsung. 
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
1. Teknik pengolahan data merupakan proses mengorganisasikan dan 
mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian atas dasar sehinggat 
dapat ditemukan tema dan dirumuskan. Setelah mengumpulkan beberapa data melalui 
sumber-sumber referensi, peneliti mengklarifikasi data tersebut dan kemudian 
menggunakan peneitian deskriptif kualitatif, yaitu metode untuk memecahkan 
masalah dengan jalan mengumpulkannya. Sehingga permasalahan mengenai 
54 
 
penelitian ini dideskripsikan berdasarkan data yang diperoleh. Meliputi pengumpulan 
data, reduksi data, sajian data dan dari hasil analisis data yang kemudian dapat ditarik 
kesimpulan. 
a. Pengumpulan data merupakan kegiatan untuk memperoleh data yang akurat dan 
relevan terhadap masalah penelitian. Data diperoleh melalui wawancara 
mendalam, observasi, dokumentasi dan kepustakaan.  
b. Reduksi Data, Miles dan Hubermen mengatakan bahwa reduksi data diartikan 
sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, 
pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan 
tertulis di lapangan. Mereduksi data bisa berarti merangkum, memilih hal-hal 
pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.
51
 
Kegiatan yang dapat dilakukan dalam reduksi data ini antara lain: 1) 
mengumpulkan data dan informasi dari catatan hasil wawancara dan hasil 
observasi; 2) serta mencari hal-hal yang dianggap penting dari aspek temuan 
penelitian. 
c. Sajian data yaitu proses yang dilakukan peneliti dengan mengumpulkan kembali 
data-data untuk melakukan pengecekan, apakah data tersebut benar-benar telah 
sesuai dengan focus penelitian atau tidak. Sehingga peneliti dapat mengadakan 
penarikan kesimpulan secara tepat dan sistematis.  
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d. Penarikan Kesimpulan pada tahap ini, peneliti melakukan penarikan kesimpulan 
arti dari data yang tampil dengan melibatkan pemahaman peneliti. 
2. Analisis data yang digunakan dalam skripsi ini yaitu deskriptif, yaitu 
memberikan gambaran secara jelas dan sistematis berdasarkan data-data yang 
diperoleh baik itu berupa wawancara, dokumentasi, kepustakaan, baik mengenai 
faktanya, sifat-sifatnya maupun gejala-gejala yang timbul, selanjutnya melihat 
hubungan hukumnya dengan hukum Islam, perundang-undangan dengan  apa yang 
terjadi dilapangn. 
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   BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian ini beralamat di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) 
kampus II UIN Makassar jalan H.M Yasin Limpo No. 36 Samata Gowa Sulawesi 
Selatan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) merupakan fakultas baru yang 
ada di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dalam proses pengembangan dan 
memiliki permasalahan yang kompleks. 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam merupakan Fakultas baru yang ada di 
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dalam proses pengembangan dan 
memiliki permasalahan kompleks Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  memiliki 5 
(lima) jurusan, diantaranya: Ekonomi Islam, Ilmu Ekonomi, Akuntansi, Manajemen, 
dan Perbankan Syariah. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dipimpin oleh seorang 
Dekan yang dibantu oleh 3 orang Wakil Dekan yaitu Wakil dekan bidang Akademik, 
Wakil Dekan Bidang Administrasi dan Umum serta Wakil Dekan Bidang 
Kemahasiswaan. 
Sebelumnya program studi Ekonomi Islam bernama program studi Muamalah 
dan berada pada naungan Fakultas Syariah dan Hukum. Pada tahun 1999 program 
studi Muamalah secara resmi berganti nama menjadi Program studi Ekonomi Islam, 
dalam upaya merespon kebutuhan pangsa pasar dalam bidang ekonomi Islam, 
sekaligus sebagai pengembangan keilmuan dalam segmen ekonomi yang integrative 
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dengan ilmu-ilmu Islami dalam dalam bingkai UIN Alauddin Makassar. Hingga pada 
tahun 2013 dengan hadirnya empat program studi yang berlatar belakang ekonomi 
seperti: 1) Ekonomi islam; 2) Manajemen; 3) Ilmu Ekonomi; 4) Akuntansi. Sehingga 
ke empat jurusan ini memisahkan diri dari struktur organisasi Fakultas Syariah dan 
Hukum dan membentuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 
1. Visi dan Misi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
 Sebagai salah satu Fakultas yang terkemuka di Universitas Islam Negeri UIN 
Alauddin Makassar memiliki visi dan misi sebagai berikut: 
Visi 
“Unggul, Berperadaban dan Berdaya Saing Tinggi Menghadapi Tantangan Global 
2025” 
Misi 
1) Menyelengarakan Peradilan Dan Pengajaran Ada Program Studi Ekonomi 
Islam, Manajemen, Akuntansi dan Ilmu Ekonomi Yang Berbasis Islam 
2) Menyelenggarakan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Program Studi 
Ekonomi Islam, Manajemen, Akuntansi, dan Ilmu Ekonomi Yang 
Berwawasan Keislaman Sebagai Upaya Pengembangan Program 
Pendidikan. 
3) Menyelenggarakan Praktikum Kompetensi Keilmuan dalam Bidang 
Ekonomi Islam, Manajemen, Akuntansi, dan Ilmu Ekonomi yang 
Terintegrasi dengan Nilai-Nilai Keislaman. 
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4) Menyelenggarakan Pembinaan Akhlak Mahasiswa Melalui Capacity 
Building Training (CBT) dalam Rangka Membangunkeunggulan Akhlak 
dan Beradaban Menghadapi Persaingan Global 
5) Mengembangkan Entrepreneur Islam Yang Mampu Membuka Usaha dan 
Lapangan Kerja Baru Serta Membina dan Mengembangkan Kewirausahaan 
dalam Menumbuhkan Ekonomi Umat, Memiliki Daya Saing Menghadapi 
Persaingan Pasar Kerja  
2. Struktur Organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 
Sesuai dengan misi untuk mengelola Fakultas secara professional, maka 
disusun suatu organisasi pengelola Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas 
Islam Negeri Alauddin Makassar. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dipimpin oleh 
seorang dekan yang dalam menjalanankan fungsinya dibantu oleh wakil dekan. 
Dekan dan wakil dekan menjalankan fungsi akademik, administrasi, dan 
kemahasiswaan. Dalam pengambilan keputusan yang strategis, dekan harus mendapat 
persetujuan senat Fakultas. 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam mengelola empat program studi, Program 
Studi Akuntansi, Program Studi Manajemen, Program Studi Ilmu Ekonomi dan 
Program Studi Ekonomi Islam. Masing-masing program studi pengelolaannya 
dilakukan oleh ektua program studi dan dibantu oleh sekretaris jurusannya.  
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Gambar 1.2 Struktur Organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Paparan Hasil Penelitian 
Pada hasil penelitian ini, peneliti akan memaparkan data hasil penelitian 
terkait dengan permasalahan yang telah dirumuskan, yaitu mendeksripsikan 
bagaimana Persepsi mahasiswa FEBI terhadap transaksi belanja via online shop pada  
mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar dan 
relevansi jual beli sistem online shop dalam ekonomi Islam dengan Undang-undang 
Tentang Perlindungan Konsumen. 
 
SENAT 
FAKULTAS
DEKAN Prof. Dr, H. Ambo 
Asse, M.Ag 
WAKIL DEKAN 
Bid.AKADEMIK & 
KELEMBAGAAN  
Dr, h. Muslimin Kara,M.Ag 
WAKIL DEKAN 
Bid. ADM. & 
KEUANGAN Dr. H. 
Abdul Wahab, SE., M.Si 
WAKIL DEKAN Bid. 
KEMAHASISWAAN 
& KERJASAMA 
 Dr. Syaharuddin, M.Si 
 
Ketua Jurusan/Prodi 
Akuntansi  
Jamaluddin M., SE., 
M.Si 
Ketua Jurusan Ilmu 
Ekonomi  
Dr. Amiruddin K, 
M.Ei. 
Ketua Jurusan/Prodi 
Manajemen 
Dr. Awaluddin, SE, 
M.Si. 
KETUA 
JURUSAN/Prodi 
Ekonomi Islam 
Rahmawati Muin, 
S.Ag., M.Ag. 
Sekretaris Jurusan 
Ilmu Ekonomi 
Hasbiullah, SE., M.Si. 
KEPALA BAGIAN 
TATA USAHA 
 Drs. H. M.Ridwan, M.,Si 
Sekretaris Jurusan 
Akuntansi Memen 
Suwandi, SE., M.Si. 
KASUBAG 
ADM. 
UMUM 
KEPEGAWAIA
N & 
KEUANGAN 
Drs. Laris 
KASUBAG 
AKADEMIK & 
KEMAHASISWA
AN Nurmiah 
Muin, S.IP., MM 
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Ekonomi Islam 
Drs, Thamrin 
Logawali,, MH 
Sekretaris Jurusan 
Manajemen  
Rika Dwi Ayu 
Parmitasari, 
SE.,M.Com. 
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Tabel 1.3 Nama-Nama Informan yang diwawancarai 
NO. NAMA JURUSAN SEMESTER USIA 
1 Ruhadatul Aisyi Ekonomi Islam IX 22th 
2 Andi Tenri Ulmi Ekonomi Islam IX 21th 
3 Almar‟atus Shalihah Perbankan Syariah V 20th 
4 Irana Dewi Ilmu Ekonomi IX 22th 
5 Wahyuningsih Manajemen IX 22th 
6 A. Septiani Akuntansi IX 22th 
7 Wafiq Azizah Ekonomi Islam VIII 22th 
8 Ainul Fatha Isman Ekonomi Islam VIII 22th 
9 Evi Tamila Ilmu Ekonomi IX 22th 
10 Cita Ayu Marlika Ekonomi Islam IX 22th 
11 Abdurrahman Ekonomi Islam IX 22th 
12 Alfiqratul Hurriyah Ekonomi Islam IX 22th 
 
Pada wawancara dengan pastisipan sebanyak 11 (Sebelas) pertanyaan. Hasil 
wawancara peneliti sehingga dapat menyimpulkan data. Hasil wawancara peneliti 
dibuatkan transkrip, kemudian transkrip tersebut peneliti olah dengan cara 
menginterpretasi data dan mereduksi data, sehingga dapat menyimpulkan data. Data 
yang direduksi adalah informasi yang berhubungan dengan penelitian. Kemudian 
menyimpulkannya secara deskriptif. 
1. Hal yang menyebabkan mengapa Mahasiswa lebih memilih berbelanja 
via online shop 
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Seiring dengan terjadinya perubahan perekonomian dan globalisasi, telah 
terjadi perubahan dalam perilaku berbelanja pada Mahasiswa. Perubahan dalam 
perilaku berbelanja pada mahasiswa merupakan konsekuensi logis dari tuntutan 
kehidupan yang dipicu dengan adanya perkembangan teknologi komunikasi dan 
informasi. Pada awalnya penjualan barang dilakukan secara konvensional atau secara 
biasa, yaitu antara penjual dan pembeli bertemu langsung untuk melakukan transaksi 
jual beli. Seiring dengan kemajuan teknologi internet penjualan bisa dilakukan secara 
online. 
“Saya berbelanja via online shop, karena saya lebih mudah menemukan 
barang di olshop dan menghemat tenaga”52 
Dengan menarik keinginan konsumen untuk berbelanja via online shop. Tentu 
juga berkaitan dengan produk apa yang dijual oleh online shop itu sendiri. Jika 
kualitas suatu produk yang dijual diketahui konsumen mengenai kualitasnya yang 
bagus dan sesuai dengan harapan, maka akan menarik konsumen untuk berbelanja 
melalui online shop. Harga juga dapat menimbulkan keinginan untuk berbelanja via 
online, karena kadang juga seorang konsumen ada yang sensitif terhadap harga.  
Dengan adanya perbedaan harga tentu akan menimbulkan keinginan untuk berbelanja 
via online shop. Selain kemudahan, keyakinan, produk, harga juga dibutuhkan 
promosi untuk menyampaikan informasi tentang produk tersebut kepada konsumen 
agar tertarik untuk membeli produk tersebut seperti yang dikatakan oleh informan 
                                                             
52
Wafiq Azizah, Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam, wawancara dengan penulis pada tanggal 
15 Agustus 2018. 
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yang bernama Almar‟atus Shalihah yang mengatakan bahwa berbelanja via online 
harganya relatif murah dibandingkan dengan berbelanja langsung ke toko. 
“Menurut saya kualitas barang yang ada di online shop sama saja dengan 
barang yang dijual di toko tersebut, tetapi yang membedakan harga barang di 
online shop relatif lebih murah dibandingkan dengan dipasar atau ditoko.
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Konsumen/pembeli lainnya juga mengatakan bahwa: 
“Saya berbelanja online sudah sering karena saya sudah terbiasa dengan 
berbelanja via online shop dan saya sudah memiliki kepercayaan dengan 
online shop yang sering saya kunjungi”54 
“Karena dalam bebrbelanja online, lebih simple dalam transaksinya, dapat 
menghemat waktu dan tenaga, dan juga praktis, saya tidak perlu membuang-
buang tenaga untuk pergi ke toko atau sebagainya.
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“Karena berbelanja online, barang yang ditawarkan via online shop menarik 
dan berbeda dari barang yang dijual dipasaran.
56
 
Berdasarkan beberapa dari hasil wawancara diatas maka ditariklah 
kesimpulan bahwa berdasarkan prinsip ekonomi Islam tidak bertentang karena 
penjual telah menerapkan prinsip keadilan, dan sifat Nubuwwah (Shiddiq dan 
Amanah). Terdapat dalam al‟Quran yaitu: 
a. Keadilan 
Terdapat dalam Qs An-Nahl/16: 90 
                                                             
53Almar‟atus Shalihah, Mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah, wawancara dengan penulis 
pada tanggal 15 Agustus 2018 
54
Alfiqratul Hurriyah, Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam, wawancara dengan penulis pada 
tanggal 15 Agustus 2018. 
55
Ruhadatul Aisyi, Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam, Wawancara dengan penulis pada 
tanggal 15 Agustus 2018 
56
Andi Tenri, Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam, Wawancara dengan penulis pada tanggal 
15 Agustus 2018 
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                         
                  
 Terjemahnya: 
Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, 
memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, 
kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu 
dapat mengambil pelajaran. 
 
 Maksud dari ayat tersebut ialah Allah memerintahkan kaum Muslimin untuk 
berbuat adil sesama dalam aspek kehidupan termasuk dalam dunia bisnis-berbisnis 
serta melaksanakan perintah Al-qur‟an dan berbuat kebajikan. 
b. Shiddiq (benar dan jujur) 
Sebagaimana firman Allah dalam QS asy-Syu‟araa: 181-183 
                            
                      
 
Terjemahnya: 
Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu Termasuk orang- orang yang 
merugikan; dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. dan janganlah kamu 
merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka 
bumi dengan membuat kerusakan. 
 
Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa Allah swt telah menganjurkan bagi 
seluruh umat manusia, khususnya bagi para pelaku bisnis untuk berlaku jujur dalam 
menjalankan roda bisnisnya dalam bentuk apapun. 
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2. Persepsi Mahasiswa tentang resiko-resiko yang ditimbulkan dari 
berbelanja Online. 
Berbelanja online terkadang membuat konsumen takut tertipu, barang pesanan 
tidak memuaskan, pengiriman yang terlambat dan sistem pemesanan yang 
membingungkan. Konsumen berpikiran akan mengalami kerugian dengan banyaknya 
permasalahan tersebut. Permasalahan ini disebabkan karena adanya keraguan atas 
kebenaran data informasi karena para pihak tidak pernah bertemu secara langsung, 
padahal masalah kepercayaan (trust) penting dalam menjaga kelangsungan transaksi 
Terdapat resiko-resiko yang timbul karena pihak konsumen biasanya memiliki 
kewajiban untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu, sementara ia tidak bisa 
melihat kebenaran serta kualitas barang yang dipesan dan tidak adanya jaminan 
kepastian bahwa barang yang dipesan akan dikirim sesuai pesanan. Menurut Irana 
Dewi ketika ia berbelanja di Online shop dia merasa dirugikan karena barang yang 
dibeli tidak sesuai ekspektasi alias barangnya KW. 
“Saya pernah membeli kosmetik aloevera gel tapi saya tidak mengetahui 
ternyata barang yang saya beli itu ternyata KW”57 
 Selain resiko barang yang tidak sesuai dengan pesanan, Menurut beberapa 
informan resiko yang ditimbulkan dari berbelanja online harus lebih berhati-hati 
karena biasanya barang yang diterima itu cacat. 
                                                             
57
Irana Dewi, Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi, wawancara dengan penulis pada tanggal 15 
Agustus 2018 
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“Yang harus diperhatikan dalam berbelanja via online itu, kita sebagai 
konsumen harus melihat produknya terlebih dahulu karena ditakutkan nanti 
barangnya cacat atau tidak sesuai dengan harapan kita sendiri.”58 
  
“saya pernah berbelanja baju via online tetapi barang yang datang itu ternyata 
rusak/sobek”59 
 
Selain itu, menurut salah satu informan yaitu A. Septiani yang mengatakan 
bahwa resiko dalam berbelanja online sudah menjadi tanggungan bagi yang 
berbelanja online, 
“Menurut saya, resiko yang ditimbulkan dari belanja online itu kita sebagai 
konsumen atau pihak pembeli online, berarti kita harus menerima atau 
menanggung resiko apa saja itu” 60 
Berdasarkan beberapa dari hasil wawancara diatas maka ditariklah 
kesimpulan bahwa berdasarkan prinsip ekonomi Islam bertentang karena penjual 
tidak menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam.Berikut yang terdapat dalam al-
Qur‟an dan Hadits larangan mengenai jual beli: 
Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut: 
a. Jual beli gharar, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi 
penipuan, seperti penjualan ikan yang masih dikolam atau menjual burung yang 
masih diatas awan. Penjualan seperti ini dilarang, sebagaimana Rasulullah saw. 
bersabda yang artinya: “Janganlah kamu membeli ikan didalam air, karena jual 
                                                             
58
Wahyuningsih, Mahasiswa Jurusan Manajemen, wawancara dengan penulis pada tanggal 15 
Agustus 2018. 
59
Alfiqratul Hurriyah, Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam, wawancara dengan penulis pada 
tanggal 15 Agustus 2018. 
60
A. Septiani, Mahasiswa Jurusan Akuntansi, wawancara dengan penulis pada tanggal 15 
Agustus 2018. 
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beli seperti ini termasuk gharar, alias menipu.” (HR. Ahmad). Rasulullah saw. 
juga bersabda: 
ٍَّ َو  ُل ُْ ُسَر لله  َّمَص لله  ٍِ ْيَهَع  َمَّهَس ََ  ْهَع  ِعْيَب  َحْنا  ِةبَص  ََ  ْهَع  ِعْيَب  ِرََرغْنا  
  
ياَر لاإ تعبمجنا ِربخبنا )٢٢ )   
 
Artinya: 
 
Rasulullah saw. melarang jual beli hashah dan jual beli gharar. 
Dalam hadits lainnya rasulullah saw bersabda: “tidak halal bagi seseorang 
menjual barang dagangan yang ia ketahui padanya ada cacat/rusak kecuali ia 
beritahukan (kepada pembeli)” (HR. Ahmad, Ibnu Majah, at-thabrani) 
b. Diharamkan oleh agama mengkonsumsi (memakan) bangkai, darah, daging babi. 
Sebagaimana dalam QS al-Maidah/5: 3 yang berbunyi: 
                             
Terjemahnya: 
Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) 
yang disembelih atas nama selain Allah… 
 
c. Riba 
Sebagaimana terdapat dalam QS al-baqarah/2: 275 yang berbunyi: 
                  
Terjemahnya: 
….Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba... 
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C. Persepsi Mahasiswa Mengenai Berbelanja Online Shop berdasarkan Prinsip 
Ekonomi Islam 
 Rukun jual beli menurut Islam adalah adanya penjual, pembeli, barang yang 
dijual dan ucapan ijab dan qabul. Dalam Islam berbisnis melalui online diperbolehkan 
selagi tidak terdapat kezaliman, monopoli, serta unsur-unsur riba, dan juga penipuan. 
Karena dalam al-Qur‟an sudah dijelaskan tentang bahaya riba seperti yang terdapat di 
dalam QS al-Baqarah/2: 275: 
                        
                                  
                                
                
Terjemahnya:  
Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan 
seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit 
gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata 
(berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah 
telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah 
sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil 
riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang 
larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali 
(mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka 
kekal di dalamnya. 
Maksud dari ayat di atas melalui jalan perdagangan inilah, pintu-pintu rezeki 
akan dapat dibuka sehingga karunia Allah terpancar dari padanya. Jual beli 
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merupakan sesuatu yang diperbolehkan, dengan catatan selama dilakukan dengan 
benar sesuai dengan tuntutan ajaran Islam. 
Akad adalah kesepakatan (ikatan) antara kedua belah pihak yang melakukan 
transaksi jual beli, akad ini dikatakan sebagai inti dari transaksi jual beli, karena tanpa 
adanya akad tersebut jual beli tidak mungkin terjadi dan sah transaksinya, dengan 
terbentuknya akad maka kerelaan mengikutinya, memang kerelaan tidak dapat dilihat 
oleh panca indera, karena ia berhubungan dengan hati, namun dengan terjadinya akad 
itu melambangkan bahwa kedua belah pihak telah rela dalam melakukan jual beli. 
Dan kapan terjadinya kesepakatan akad dalam jual beli online? Akad jual-beli dalam 
jual beli sistem online shop bagi pihak-pihak yang berjauhan syarat mendengar 
diimbangi dengan syarat mengetahui jadi, perjanjian antara dua orang yang berbeda 
tempat seperti dalam jual beli online terjadi pada tempat dan waktu ketika pembuat 
penawaran mengetahui qabul dan pihak lain, yang dapat diartikan bahwa pernyataan 
mengungkapkan kehendak para pihak yang harus mencerminkan sukarela. Bahwa 
dipastikan, pihak penerima tawaran telah menerima suatu tawaran dan melakukan 
transaksi secara sukarela adalah dari kenyataan bahwa pembeli melakukan suatu 
transaksi tanpa ada paksaan. Karena ia membuka situs dengan keinginannya sendiri 
atau dengan kesukarelaan.  
Secara umum bisnis dalam Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat 
fisik, dengan menghadirkan benda tersebut ketika transaksi, atau tanpa menghadirkan 
benda yang dipesan, tetapi dengan ketentuan harus dinyatakan sifat benda secara 
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konkret, baik diserahkan secara langsung atau diserahkan kemudian sampai batas 
waktu tertentu, seperti dalam transaksi as-salam. 
Salam yang dinamakan juga salaf adalah jual beli sesuatu dalam tanggungan 
yang dideskripsikan, dengan harga yang dibayarkan dimuka. Transaksi as-salam 
merupakan bentuk transaksi dengan sistem pembayaran secara disegerakan atau 
secara ditangguhkan sesuai kesepakatan dan penyerahan barang ditangguhkan. 
Menurut sebagian informan seperti Ainul Fatha Isman, Cita Ayu Marlika, Evi Tamila 
dan Abdurrahman yang mengatakan bahwa jual beli online sepertinya sah-sah saja 
atau diperbolehkan selama barang dan akad yang digunakan jelas. 
“Menurut saya jual beli online itu sah-sah saja selama adanya barang dan 
kejelasan dari pihak yang menjual, dalam Islam ketika membeli suatu barang 
itu harus jelas akadnya dan akad yang digunakan itu adalah akad salam”61 
“Menurut saya jual beli online itu sah-sah saja selama toko online shop itu 
memegang prinsip-prinsip syariah dalam artian barang yang dijual itu sesuai 
dengan aslinya kemudian akad yang digunakan juga jelas dan tidak menjual 
barang yang haram”62 
“Menurut saya dalam jual beli online, tidak masalah. Kenapa? Karena jual 
beli alasannya yang pertama adalah saya berangkat dari kaidah ushul fiqh ada 
yang berbunyi  Al-ashlu fi al-mu‟amalah al-ibaahah illaa an-yadull daliil „alaa 
tahriimiha, yang  artinya asal mu dari asal muamalah atau transaksi jual beli 
online itu adalah mubah (boleh) kecuali ada dalil yang mengharamkannya” 63 
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Cita Ayu Marlika, Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam, wawancara dengan penulis pada 
tanggal 15 Agustus 2018 
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Abdurrahman, Mahasiswa jurusan Ekonomi Islam, wawancara dengan penulis pada tanggal 
16 Agustus 2018 
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Ainul Fatha Isman, Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam, wawancara dengan penulis pada 
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“Menurut saya jual beli online itu sah-sah saja selama barangnya jelas dan 
jangan sampai menimbulkan ketidakjelasan atau adanya unsur gharar”64 
Intinya sebagaimana hukum dasar dari muamalah menurut Islam. Bisnis 
online hukumnya mubah (boleh) selama tidak mengandung unsur yang dapat 
merusaknya seperti riba, kezhaliman, penipuan, kecurangan, dan sejenisnya. 
Jual beli online hukumnya menjadi haram, jika bertentangan dengan nilai 
normatif (Alqur‟an dan sunnah, nilai moral dan nilai sosial) seperti, penipuan, riba, 
transaksi seks, judi online, narkoba, dan sejenisnya. Dan boleh dilakukan selama 
tidak bertentangan dengan agama dan tidak ada ketentuan hukum yang melarangnya 
sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi: Al-ashlu fi al-mu‟amalah al-ibaahah illa 
an-yadull daliil „alaa tahriimiha, yang artinya: 
“hukum asal dalam urusan muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang menghara
mkannya/melarangnya” (Imam Asy-Syaukani) (i‟lamul Muwaqi‟in) 
Salah satu fenomena mu‟amalah dalam bidang ekonomi saat ini adalah 
transaksi jual beli yang menggunakan media elektronik. Berkembangnya teknologi 
internet saat ini menjadikan para pebisnis yang dengan mudah memasarkan barang 
dagangannya.  Transaksi via online shop dalam proses keputusan belanja online tidak 
serumit keputusan dalam pembelian offline. Belanja Online telah memberikan banyak 
kemudahan dan juga dapat menghemat waktu atau biaya dibandingkan berbelanja di 
pasar atau toko.  
D. Islam Dalam Perlindungan Konsumen 
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Evi Tamila, Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi, wawancara dengan penulis pada tanggal 16 
Agustus 2018 
71 
 
Patut disyukuri kini di Indonesia telah memiliki undang-undang yang 
mengatur tentang perlindungan konsumen. Yaitu dikeluarkannya Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
65
 Dalam undang-undang 
tersebut, disebutkan bahwa hak konsumen adalah hak katas kenyamanan, keamanan, 
dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Undang-undang ini 
menunjukkan bahwa setiap konsumen, berhak untuk mendapatkan barang dan jasa 
yang nyaman dikonsumsi olehnya, salah satu pengertian nyaman bagi konsumen 
muslim adalah bahwa barang tersebut tidak bertentang dengan kaidah agamanya, 
yaitu halal, selanjutnya dalam undang-undang ini juga disebutkan bahwa konsumen 
berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan 
barang dan atau jasa. 
Adanya undang-undang tersebut diharapkan akan terwujud suatu tatanan 
masyarakat dan hukum yang baik, dan terjadi keseimbangan antara produsen dan 
konsumen yang baik, sehingga tercipta suatu perekonomian yang sehat dan dinamis 
sehingga tercapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. 
Sehubung dengan uraian di atas Islam telah mengajarkan bahwa setiap 
perbuatan yang merugikan pihak lain itu dilarang, terutama dalam pemakaian barang 
dan atau jasa. Sebagaimana tercantum dalam QS An-Nisa/4: 29. Allah berfirman: 
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                         
                           
 
Terjemahnya:  
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 
membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. 
Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang 
lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat 
merupakan suatu kesatuan.
66
 
 
Ayat tersebut diatas secara jelas Allah telah mensyariatkan bahwa transaksi 
ekonomi atau dalam jual beli sistem online shop dalam rangka memenuhi kebutuhan 
manusia harus dengan cara baik dan benar, yaitu harus saling merelakan, dan cara-
cara yang batil dilarang oleh agama. 
Pembeli atau konsumen seharusnya menerima barang dalam kondisi baik dan 
dengan harga yang wajar. Mereka juga harus diberitahu apabila terdaat kekurangan-
kekurangan pada suatu barang. 
E. Relevansi Jual Beli Online Shop Menurut Hukum Islam Terhadap Undang-
Undang Perlindungan Konsumen 
Berdasarkan Undang-Undang nomor 8 Pasal 1 Butir 1 tahun 1999 Tentang 
Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa “Perlindungan Konsumen adalah segala 
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upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada 
konsumen”.67 
Kepastian hukum untuk melindungi hak-hak konsumen yang diperkuat 
melalui undang-undang khusus, memberikan harapan agar pelaku usaha tidak lagi 
sewenang-wenang yang selalu merugikan hak konsumen. Dengan adanya Undang-
Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen beserta perangkat 
hukum lainnya, konsumen memiliki hak dan posisi untuk berimbang, dan mereka pun 
bisa menggugat atau menuntut jika ternyata hak-haknya telah dirugikan atau 
dilanggar oleh pelaku usaha. 
Untuk mengetahui relevansi antara jual beli online menurut ekonomi Islam 
terhadap UUPK, terdapat dua unsur yang mesti dikaji, yaitu perilaku pelaku usaha 
dalam transaksi jual beli online, dimana pelaku usaha harus memberikan informasi 
yang benar, jelas, dan jujur terkait barang dan/atau jasa yang dijualnya sesuai dengan 
iklan yang dipaparkan melalui media internet. Yang kedua adalah terkait dengan hak-
hak konsumen, yaitu dimana konsumen berhak memperoleh informasi yang benar, 
jelas, dan jujur mengenai barang dan/atau jasa yang dijual oleh pelaku usaha. 
Dalam jual beli sistem online shop yang menjadi perhatian juga tidak lepas 
daripada objek yang ditransaksikan. Dalam hal objek jual beli. Islam telah melarang 
penjual atau pelaku usaha menjual barang dan/atau jasa yang bertentangan dengan 
syariah seperti jual beli khamar, babi, bangkai, dan sebagainya. Islam sangat 
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Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen, bab I, Pasal 1, point 
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menekankan agar berbisnis dengan i‟tikad yang baik seperti yang dicontohkan oleh 
Rasulullah. 
Undang-Undang tersebut, disebutkan bahwa hak konsumen adalah hak atas 
kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. 
Undang-undang ini menunjukkan bahwa setiap konsumen, berhak untuk 
mendapatkan barang dan jasa yang nyaman dikonsumsi olehnya salah satu pengertian 
nyaman bagi konsumen muslim adalah bahwa barang tersebut tidak bertentangan 
dengan kaidah agamanya, yaitu halal, selanjutnya dalam undang-undang ini juga 
disebutkan bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur 
mengenal kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
68
  
Tujuan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan 
konsumen yang direncanakan adalah untuk meningkatkan martabat dan kesabaran 
konsumen, dan secara tidak langsung mendorong pelaku usaha dalam 
menyelenggarakan kegiatan usahanya dengan penuh rasa tanggung jawab. Yang perlu 
disadari oleh konsumen adalah mereka mempunyai hak yang dilindungi oleh undang-
undang perlindungan konsumen sehingga dapat melakukan sosial control terhadap 
perbuatan dan perilaku pengusaha/penjual. Dengan lahirnya Undang-Undang 
Perlindungan Konsumen diharapkan upaya perlindungan konsumen di Indonesia 
dapat lebih diperhatikan.  
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Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan 
menuntut hak-haknya sebagai konsumen, menciptakan sistem perlindungan 
konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta 
akses untuk mendapatkan informasi, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha 
mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan 
bertanggung jawab dalam berusaha, meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang 
menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, 
kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen. Hal inilah yang patut  
diperhatikan oleh sesama pihak. 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 
untuk tampak bahwa iktikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha, karena 
meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga dapat 
diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beriktikad baik dimulai sejak barang 
dirancang atau diproduksi sampai pada tahap purna penjualan, sebaliknya konsumen 
hanya diwajibkan beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang 
dan/atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan karena kemungkinan terjadinya kerugian 
bagi konsumen dimulai sejak barang dirancang atau diproduksi oleh produsen (pelaku 
usaha), sedangkan bagi konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan produsen 
mulai pada saat melakukan transaksi kepada produsen.  
UUPK telah menekankan asas keseimbangan antara pelaku usaha dengan 
konsumen, begitu pula dengan hukum Islam, Asas keseimbangan ini dimaksudkan 
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untuk memberikan keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen. Namun, dalam 
transaksi via online shop seringkali terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku 
usaha, seperti adanya informasi yang tidak jelas mengenai produk atau barang yang 
dijual oleh pelaku usaha, baik jual beli secara langsung maupun melalui online, 
sehingga konsumen merasa dirugikan karena barang yang dibeli tidak sesuai dengan 
yang diiklankan melalui media cetak maupun media elektronik. Hal ini tentunya 
melanggar asas keseimbangan yang tercantum dalam UUPK terlebih lagi oleh hukum 
Islam. 
Menurut Penulis, relevansi jual beli online menurut hukum Islam, terhadap 
UUPK secara garis besar dapat disimpulkan sebagai berikut: 
UUPK Hukum Islam 
Asas: Manfaat, keadilan, keseimbangan, 
keamanan, kepastian hukum 
Asas: Manfaat, keadilan, kepastian, 
keseimbangan, keamanan, dan 
halal haram suatu barang atau jasa 
Tujuan: Menghendaki perlindungan 
terhadap konsumen melakui proses 
pengadilan jika terjadi pelanggaran 
terhadap konsumen 
Tujuan: Menghendaki perlindungan 
terhadap konsumen atas haknya 
sebagai konsumen. 
 
Hukum Islam yang sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen 
Berasaskan: 
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c. Manfaat 
Rasulullah saw bersabda: “sebaik-baik manusia adalah ia yang paling 
bermanfaat bagi orang lain“ (HR. Ahmad, Ath-Thabrani). 
Memberikan manfaat bagi orang lain, maka manfaatnya akan kembali untuk 
kebaikan diri kita sendiri: Allah swt berfirman dalam potongan QS Al-isra‟/:7 
            
Terjemahnya: 
 ….jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri…. 
 
d. Keadilan 
Terdapat dalam Qs An-Nahl/16: 90 
                         
                  
 Terjemahnya: 
Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, 
memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, 
kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu 
dapat mengambil pelajaran. 
 
e. Keseimbangan 
Terdapat dalam QS. Al-Hujurat/49: 10 
                            
78 
 
Terjemahnya: 
Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah 
(perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, 
supaya kamu mendapat rahmat. 
 
f. Keamanan  
Terdapat dalam Qs. Al-baqarah/2: 168 
                               
        
Terjemahnya: 
Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di 
bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena 
Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. 
 
g. Halal dan haram  
Terdapat dalam potongan ayat QS Al-baqarah/2: 275 
                  
Terjemahnya:  
…..Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba… 
 
Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen sehingga menjadi penyebab 
terjadinya kejahatan konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha adalah tingkat 
kesadaran konsumen akan hak-haknya sebagai pemakai produk barang atau jasa, 
masih rendah, yang antara lain dapat disebabkan oleh tingkat pendidikan yang 
rendah, ketidakacuhan atau kekurangan pemahaman akan suatu produk barang 
dan/atau jasa yang beredar dimasyarakat. Sehingga, UUPK menjadi salah satu 
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instrument hukum yang dapat melindungi konsumen dan kejahatan pelaku usaha 
terutama konsumen yang melakukan pembelian melalui sistem online shop. 
 Jual beli sistem online shop dan UUPK sangat terkait, karena dalam transaksi 
jual beli online, pelaku usaha dituntut untuk tidak mengabaikan hak-hak konsumen. 
Meskipun masih banyak pelaku usaha seringkali memberikan informasi yang 
menyesatkan kepada konsumen terkait dengan produk yang ia jual. Meskipun banyak 
juga pelaku usaha yang jujur dan bermaksud baik saat ia menjual produknya kepada 
konsumen melalui online. Bahkan tidak sedikit pelaku usaha yang bertanggung jawab 
jika terjadi kesalahan. 
 Dengan mengetahui dan memahami relevansi antara jual beli online menurut 
hukum Islam terhadap UUPK maka tentunya kita akan lebih berhati-hati dan cermat 
saat bertransaksi melalui internet dan pelaku usaha juga setidaknya tidak 
mengabaikan hak-hak konsumen, dimana pelaku usaha seringkali melakukan 
kejahatan terhadap konsumen, sehingga dapat tercipta keseimbangan antara pelaku  
usaha dan konsumen. 
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 BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang disajikan dalam bab 
sebelumnya, maka dapat disimpulkan adalah sebagai berikut: 
1. Dalam  Islam jual beli melalui online shop diperbolehkan, kecuali ada dalil 
yang mengharamkannya. Yang diharamkan dalam transaksinya ialah selagi 
tidak terdapat unsur kezaliman, serta unsur-unsur riba, merugikan hak orang 
lain, penipuan, dan barang atau jasa yang menjadi obyek transaksi adalah 
haram. Begitupun dalam sistem jual beli dropship karena seorang penjual 
yang ingin menjual barangnya tetapi barang tersebut bukan milik sang penjual 
itu tidak diperkenankan dalam Islam. Islam memperbolehkan melakukan jual 
beli dalam online selama telah memenuhi rukun dan syarat akad dalam aturan 
syariah yang penting adanya penjual dan pembeli dan juga adanya sighah atau 
ijab qabul telah terpenuhi dimana konsumen harus menyetujui syarat dan 
kondisi yang tertulis. Jika proses transaksi ingin dilanjutkan. Dalam 
berbelanja online, obyek akadnya harus halal, suci, jelas dan tidak merugikan 
salah satu pihak. Akad yang digunakan dalam bisnis online shop yaitu akad 
salam yang dimana bahwa akad salam merupakan akad pesanan dengan 
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membayar terlebih dahulu dan barangnya diserahkan kemudia hari, tapi ciri-
ciri dari barang tersebut harus jelas. 
2. UUPK telah menekankan asas keseimbangan antara pelaku usaha dengan 
konsumen, begitu pula dalam hukum syariat Islam. Asas keseimbangan ini 
dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara pelaku usaha dan 
konsumen. Relevansi jual beli sistem online shop dalam ekonomi Islam 
terhadap UUPK, secara garis besar dapat disimpulkan berdasarkan asas dan 
tujuan yang terdapat pada UUPK dan syariat Islam, yaitu asas manfaat, 
keadilan, keamanan, keseimbangan, dan kepastian hukum dan dalam hukum 
Islam ditambahkan mengenai halal dan haram dan tujuannya, yaitu 
menghendaki perlindungan terhadap konsumen melalui proses pengadilan jika 
terdapat pelanggaran hak terhadap konsumen dan juga haknya dalam hukum 
Islam sebagai upaya perlindungan terhadap konsumen. transaksi jual beli 
online dan UUPK sangat terkait, dimana kedua hukum ini sama-sama 
mengutamakan keselamatan dan kenyamanan para konsumen. Dalam jual beli 
online, pelaku usaha dituntut untuk tidak mengabaikan hak hak konsumen, 
sehingga pelaku usaha juga tidak berlaku curang ataupun ada penipuan,s 
ebagaimana telah di jelaskan dalam Al-Qur‟an agar tidak bersikap curang 
ataupun menipu para konsumen dengan memberikan promosi yang berlebihan 
sehingga ada keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen. 
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B. Implikasi Penelitian 
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian ini, dapat 
dikemukakan saran-saran sebagai berikut: 
1. Sebagai pelaku usaha hendaknya menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam 
bisnis berbisnis via online shop dan lebih mengedepankan, memperhatikan  
hak hak konsumen, kenyamanan konsumen agar terhindar dari kerugian saat 
melakukan transaksi dan tidak memikirkan pribadi sendiri untuk mendapat 
keuntungan semata. Dan diharapkan juga konsumen sebagai pembeli agar 
lebih berhati-hati, lebih teliti lagi dalam melakukan transaksi belanja via 
online shop. 
2. Saran untuk pihak penegak hukum agar lebih memperhatikan dari tiap-tiap 
aturan yang dibuat untuk masyarakat. Lebih mengadakan sosialisasi terhadap 
aturan-aturan yang tercantum daam UUPK agar terkhusus pelaku usaha dan 
konsumen agar lebih mengetahui hak dan kewajiban masing-masing agar 
tercipta kerjasama yang baik. Oleh karena itu dibutuhkan peran pemerintah 
untuk menjadi penyeimbang ketidakseimbangan antara pelaku usaha dan 
konsumen. Peran konsumen dan hak-haknya juga harus dikuatkan. Penegakan 
hukum untuk pelaku usaha secara konsisten dalam melindungi kepentingan 
masyarakat sebagai konsumen dan kejahatan yang dilakukan pelaku usaha, 
disamping adanya UUPK sebagai upaya perlindungan terhadap konsumen, 
utamanya konsumen yang melakukan transaksi beli secara online shop. 
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UU PERLINDUNGAN KONSUMEN 
 
UNDANGUNDANG 
REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 8 TAHUN 1999 
TENTANG 
PERLINDUNGAN KONSUMEN 
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
 
Menimbang : a. bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu 
masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual dalam 
era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan UndangUndang 
Dasar 1945; 
 
b. bahwa pembangunan perekonomian nasional opada era globalisasi 
harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu 
menghasilkan beraneka barang dan/ jasa yang memiliki kandungan 
teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak 
dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/jasa yang 
diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen; 
 
c. bahwa semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses 
globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan 
masyarakat serta kepatian atas mutu, jumlah dan keamanan barang 
dan/ atau jasa yang dipe rolehnya di pasar; 
 
d. bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu 
meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian kemampuan dan 
kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta 
menumbuhkembangkan sikap perilaku usaha yang bertanggung jawab; 
 
e. bahwa ketentuan hukum yang melindungi kepentingan konsumen di 
Indonesia belum memadai.  
 
f. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas diperlukan 
perangkat peraturan perundangundangan untuk mewujudkan 
keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha 
sehingga tercipta perekonomian yang sehat; 
g. bahwa untuk itu perlu dibentuk undangundang tentang perlindungan 
konsumen. 
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Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 33 
UndangUndang Dasar 1945 
 
 
Dengan persetujuan 
 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
MEMUTUSKAN 
 
Menetapkan : UNDANGUNDANG TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN 
 
BAB I 
KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 
 
Dalam undangundang ini yang dimaksud dengan : 
1. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian 
hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen 
 
2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam 
masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun 
makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. 
 
3. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang 
berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan 
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik 
Indonesia, baik sendiri maupun bersamasama melalui perjanjian 
menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. 
 
4. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak 
maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang 
dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh 
konsumen. 
 
5. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan 
bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. 
 
6. Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang 
dan/atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan/atau jasa 
yang akan dan sedang diperdagangkan. 
 
7. Impor barang adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. 
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8. Impor jasa adalah kegiatan penyediaan jasa asing untuk digunakan di dalam 
wilayah Republik Indonesia. 
 
9. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga 
nonpemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai 
kegiatan menangani perlindungan konsumen. 
 
10. Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syaratsyarat yang telah 
dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang 
dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib 
dipenuhi oleh konsumen. 
11. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas 
menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. 
 
12. Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah badan yang dibentuk untuk 
membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen. 
 
13. Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya 
meliputi bidang perdagangan. 
 
BAB II 
ASAS DAN TUJUAN 
 
Pasal 2 
 
Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan 
keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. 
 
Pasal 3 
 
Perlindungan konsumen bertujuan : 
 
a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk 
melindungi diri; 
 
b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari 
ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa; 
 
c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut 
hakhaknya sebagai konsumen; 
 
d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian 
hokum  dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi; 
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e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan 
konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha; 
 
f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha 
produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan 
konsumen. 
 
BAB III 
HAK DAN KEWAJIBAN 
 
Bagian Pertama 
Hak dan Kewajiban Konsumen 
 
Pasal 4 
 
Hak konsumen adalah : 
 
a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang 
dan/atau jasa; 
 
b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa 
tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; 
 
c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan 
barang dan/atau jasa; 
 
d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang 
digunakan; 
 
e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa 
perlindungan konsumen secara patut; 
 
f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; 
 
g. hak unduk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak 
diskriminatif; 
h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila 
barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak 
sebagaimana mestinya; 
i. hakhak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya. 
 
Pasal 5 
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Kewajiban konsumen adalah : 
 
a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau 
pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan; 
 
b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa; 
 
c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; 
 
d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara 
patut. 
 
Bagian Kedua 
Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha 
 
Pasal 6 
 
Hak pelaku usaha adalah : 
 
a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai 
kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; 
 
b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad 
tidak baik; 
 
c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hokum 
sengketa konsumen; 
 
d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian 
konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; 
 
e. hakhak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya. 
 
Pasal 7 
 
Kewajiban pelaku usaha adalah : 
a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;  
 
b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan 
barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan 
pemeliharaan; 
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c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak 
diskriminatif; 
 
d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan 
berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;  
 
e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang 
dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat 
dan/atau yang diperdagangkan; 
 
f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat 
penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; 
 
g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa 
yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. 
 
BAB IV 
PERBUATAN YANG DILARANG 
BAGI PELAKU USAHA 
 
Pasal 8 
 
(1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau 
jasa yang: 
 
a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan 
ketentuan peraturan perundangundangan; 
 
b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan 
sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;  
 
c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan 
menurut ukuran yang sebenarnya; 
 
d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana 
dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut 
 
e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, 
atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan 
barang dan/atau jasa tersebut;  
 
f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau 
promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;  
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g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/ 
pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;  
 
h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan 
"halal" yang dicantumkan dalam label;  
 
i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, 
ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat 
sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan 
yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat; 
 
j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam 
bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku. 
 
(2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, 
dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang 
dimaksud.  
 
(3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, 
cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara 
lengkap dan benar. 
 
(4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang 
memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari 
peredaran. 
 
Pasal 9 
 
(1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, memproduksikan, mengiklankan suatu 
barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolaholah: 
 
a. barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, 
standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau 
guna tertentu; 
 
b. barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru; 
 
c. barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, 
persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciriciri kerja atau aksesori 
tertentu; 
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d. barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, 
persetujuan atau afiliasi; 
 
e. barang dan/atau jasa tersebut tersedia; 
 
f. barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi; 
 
g. barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu; 
 
h. barang tersebut berasal dari daerah tertentu; 
 
i. secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain; 
 
j. menggunakan katakata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak 
mengandung risiko atau efek sampingan tampak keterangan yang lengkap; 
 
k. menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti. 
 
(2) Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk 
diperdagangkan. 
 
(3) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang melanjutkan 
penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut. 
 
Pasal 10 
 
Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk 
diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau 
membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai: 
 
a. harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa; 
 
b. kegunaan suatu barang dan/atau jasa; 
 
c. kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa; 
 
d. tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan; 
 
e. bahaya penggunaan barang dan/atau jasa. 
 
Pasal 11 
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Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, 
dilarang mengelabui/ menyesatkan konsumen dengan; 
 
a. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolaholah telah memenuhi standar mutu 
tertentu; 
b. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolaholah tidak mengandung cacat 
tersembunyi; 
c. tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud 
untuk menjual barang lain; 
 
d. tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang cukup 
dengan maksud menjual barang yang lain; 
 
e. tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan 
maksud menjual jasa yang lain; 
 
f. menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral. 
 
Pasal 12 
 
Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu 
barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, 
jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan 
waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan. 
 
Pasal 13 
 
(1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu 
barang dan/jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau 
jasa lain secara cumacuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan 
tidak sebagaimana yang dijanjikannya. 
 
(2) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan obat, 
obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan 
dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain. 
 
Pasal 14 
 
Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk 
diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian, dilarang untuk: 
 
a. tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan; 
 
96 
 
b. mengumumkan hasilnya tidak melalui media massa; 
 
c. memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan; 
 
d. mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan. 
 
Pasal 15 
 
Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang dilarang melakukan 
dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik 
maupun psikis terhadap konsumen. 
 
Pasal 16 
 
Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang 
untuk: 
 
a. tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan 
yang dijanjikan; 
 
b. tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi. 
 
Pasal 17 
 
(1) Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang: 
 
a. mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga 
barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa; 
 
b. mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa; 
 
c. memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau 
jasa; 
 
d. tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/atau jasa; 
 
e. mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau 
persetujuan yang bersangkutan; 
f. melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan mengenai 
periklanan. 
 
(2) Pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang telah 
melanggar ketentuan pada ayat (1). 
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BAB V 
KETENTUAN PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU 
 
Pasal 18 
 
(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk 
diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap 
dokumen dan/atau perjanjian apabila: 
 
a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha; 
 
b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang 
dibeli konsumen; 
 
c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang 
dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen; 
 
d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara 
langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang 
berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran; 
 
e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan 
jasa yang dibeli oleh konsumen; 
 
f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi 
harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa; 
 
g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, 
tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku 
usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya; 
 
h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk 
pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang 
dibeli oleh konsumen secara angsuran. 
 
(2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya 
sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit 
dimengerti. 
 
(3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau 
perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2) dinyatakan batal demi hukum. 
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(4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan 
undangundang ini. 
 
BAB VI 
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA 
Pasal 19 
 
(1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, 
pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa 
yang dihasilkan atau diperdagangkan. 
 
(2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang 
atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau 
perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundangundangan yang berlaku. 
 
(3) Pemberian gantirugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah 
tanggal transaksi. 
 
(4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak 
menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih 
lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. 
 
(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila 
pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan 
konsumen. 
 
Pasal 20 
 
Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala 
akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut. 
 
Pasal 21 
 
 (1) Importir barang bertanggung jawab sebagai pembuat barang yang diimpor 
apabila importasi barang tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan produsen 
luar negeri. 
 
(2) Importir jasa bertanggung jawab sebagai penyedia jasa asing apabila penyediaan 
jasa asing tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan penyedia jasa asing. 
 
Pasal 22 
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Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), Pasal 20, dan Pasal 21 merupakan beban dan 
tanggungjawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk 
melakukan pembuktian. 
 
Pasal 23 
 
Pelaku usaha yang menolak dan atau tidak memberi tanggapan dan atau tidak 
memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 
ayat (1),ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian 
sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan 
konsumen. 
 
Pasal 24 
 
(1) Pelaku usaha yang menjual barang dan atau jasa kepada pelaku usaha lain 
bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan atau gugatan konsumen apabila: 
 
a. pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apa pun 
atas barang dan/atau jasa tersebut; 
 
b. pelaku usaha lain, di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan 
barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan 
contoh, mutu, dan komposisi.  
 
 (2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari tanggung 
jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain 
yang membeli barang dan/atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan 
melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut. 
 
Pasal 25 
 
(1) Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan 
dalam batas waktu sekurangkurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku 
cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai 
dengan yang diperjanjikan. 
 
(2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas 
tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha tersebut: 
 
a. tidak menyediakan atau lalai menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas 
perbaikan; 
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b. tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan atau garansi yang diperjanjikan. 
 
Pasal 26 
 
Pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi 
yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan. 
 
Pasal 27 
 
Pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas 
kerugian yang diderita konsumen, apabila: 
 
a. barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk 
diedarkan; 
 
b. cacat barang timbul pada kemudian hari; 
 
c. cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang; 
 
d. kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen; 
 
e. lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau 
lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan. 
 
Pasal 28 
 
Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan 
tanggungjawab pelaku usaha. 
 
BAB VII 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 
 
Bagian Pertama 
Pembinaan 
 
Pasal 29 
 
(1) Pemerintah bertanggungjawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan 
konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta 
dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha. 
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(2) Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan konsumen 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri 
teknis terkait. 
 
(3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan koordinasi atas 
penyelenggaraan perlindungan konsumen. 
 
(4) Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) meliputi upaya untuk: 
 
a. terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha 
dan konsumen; 
 
b. berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat; 
 
c. meningkatnya kualitas sumberdaya manusia serta meningkatnya kegiatan 
penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen. 
 
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penyelenggaraan perlindungan 
konsumen diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
 
Bagian Kedua 
Pengawasan 
 
Pasal 30 
 
(2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan 
ketentuan peraturan perundangundangannya diselenggarakan oleh pemerintah, 
masyarakat,dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. 
 
(3) Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.  
 
(4) Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya 
masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar. 
 
(5) Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata 
menyimpang dari peraturan perundangundangan yang berlaku dan membahayakan 
konsumen, Menteri dan/atau menteri teknis mengambil tindakan sesuai dengan 
peraturan perundangundangan yang berlaku. 
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(6) Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga perlindungan 
konsumen swadaya masyarakat dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat 
disampaikan kepada Menteri dan menteri teknis. 
 
(7) Ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 
 
BAB VIII 
BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL 
 
Bagian Pertama 
Nama, Kedudukan, Fungsi, dan Tugas 
 
Pasal 31 
 
Dalam rangka mengembangkan upaya perlindungan konsumen dibentuk Badan 
Perlindungan Konsumen Nasional. 
 
Pasal 32 
 
Badan Perlindungan Konsumen Nasional berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik 
Indonesia dan bertanggung jawab kepada Presiden. 
 
Pasal 33 
 
Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai fungsi memberikan saran dan 
pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan 
konsumen di Indonesia. 
 
Pasal 34 
 
(1) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Badan 
Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai tugas: 
a. memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka 
penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen; 
b. melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundangundangan 
yang berlaku di bidang perlindungan konsumen; 
c. melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut 
keselamatan konsumen; 
d. mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya 
masyarakat; 
e. menyebarluaskan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan 
memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen; 
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Halaman 18 
UU PERLINDUNGAN KONSUMEN 
f. menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga 
perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha; 
g. melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen. 
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan 
Perlindungan Konsumen Nasional dapat bekerjasama dengan organisasi konsumen 
internasional. 
Bagian Kedua 
Susunan Organisasi dan Keanggotaan 
Pasal 35 
(1) Badan Perlindungan Konsumen Nasional terdiriatas seorang ketua merangkap 
anggota, 
seorang wakil ketua merangkap anggota, serta sekurangkurangnya 
15 (lima belas) 
orang dan sebanyakbanyaknya 
25 (duapuluh lima) orang anggota yang mewakili 
semua unsur. 
(2) Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional diangkat dan diberhentikan 
oleh 
Presiden atas usul Menteri, setelah dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat 
RepublikIndonesia. 
(3) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Perlindungan Konsumen 
Nasional 
selama (3) tiga tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan 
berikutnya. 
(4) Ketua dan wakil ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional dipilih oleh 
anggota. 
Pasal 36 
Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional terdiri atas unsur: 
a. pemerintah; 
Halaman 19 
UU PERLINDUNGAN KONSUMEN 
b. pelaku usaha; 
c. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat; 
d. akademis; dan 
e. tenaga ahli. 
Pasal 37 
Persyaratan keanggotaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah: 
a. warga negara Republik Indonesia; 
b. berbadan sehat; 
c. berkelakuan baik; 
d. tidak pernah dihukum karena kejahatan; 
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e. memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen; dan 
f. berusia sekurangkurangnya 
30 (tiga puluh) tahun. 
Pasal 38 
Keanggotaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional berhenti karena: 
a. meninggaldunia; 
b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri; 
c. bertempat tinggal di luar wilayah Republik Indonesia; 
d. sakit secara terus menerus; 
e. berakhir masa jabatan sebagai anggota; atau 
f. diberhentikan. 
Pasal 39 
(1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Badan Perlindungan Konsumen, Nasional 
dibantu 
oleh sekretariat. 
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris 
yang 
diangkat oleh Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional. 
(3) Fungsi, tugas, dan tata kerja sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatur 
dalam keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional. 
Halaman 20 
UU PERLINDUNGAN KONSUMEN 
Pasal 40 
(1) Apabila diperlukan Badan Perlindungan Konsumen Nasional dapat membentuk 
perwakilan di Ibu Kota Daerah Tingkat I untuk membantu pelaksanaan tugasnya. 
(2) Pembentukan perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih 
lanjut 
dengan keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional. 
Pasal 41 
Dalam pelaksanaan tugas, Badan Perlindungan Konsumen Nasional bekerja 
berdasarkan 
tata kerja yang diatur dengan keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen 
Nasional. 
Pasal 42 
Biaya untuk pelaksanaan tugas Badan Perlindungan Konsumen Nasional dibebankan 
kepada 
anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber lain yang sesuai dengan 
peraturan 
perundangundangan 
yang berlaku. 
Pasal 43 
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Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Badan Perlindungan Konsumen 
Nasional 
diatur dalam Peraturan Pemerintah. 
BAB IX 
LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN 
SWADAYA MASYARAKAT 
Pasal 44 
(1) Pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang 
memenuhi syarat. 
Halaman 21 
UU PERLINDUNGAN KONSUMEN 
(2) Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat memiliki kesempatan 
untuk 
berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen. 
(3) Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatan: 
a. menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan 
kewajiban dan kehatihatian 
konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau 
jasa; 
b. memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya; 
c. bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan 
konsumen; 
d. membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima 
keluhan atau pengaduan konsumen; 
e. melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap 
pelaksanaan perlindungan konsumen. 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya 
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah. 
BAB X 
PENYELESAIAN SENGKETA 
Bagian Pertama 
Umum 
Pasal 45 
(1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga 
yang 
bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui 
peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. 
(2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar 
pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. 
Halaman 22 
UU PERLINDUNGAN KONSUMEN 
(3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
tidak 
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menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undangundang. 
(4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, 
gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan 
tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa. 
Pasal 46 
(1) Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh: 
a. seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan; 
b. kelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama; 
c. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, 
yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya 
menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah 
untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan 
sesuai dengan anggaran dasarnya; 
d. pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi 
atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban 
yang tidak sedikit. 
(2) Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan 
konsumen 
swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
huruf c,atau huruf d diajukan kepada peradilan umum. 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian materi yang besar dan/atau korban yang 
tidak 
sedikit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan 
Pemerintah. 
Bagian Kedua 
Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan 
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Pasal 47 
Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai 
kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan 
tertentu 
untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian 
yang 
diderita oleh konsumen. 
Bagian Ketiga 
Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan 
Pasal 48 
Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan 
tentang 
peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45. 
BAB XI 
BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN 
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Pasal 49 
(1) Pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di Daerah 
Tingkat II 
untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan. 
(2) Untuk dapat diangkat menjadi anggota badan penyelesaian sengketa konsumen, 
seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut: 
a. warga negara Republik Indonesia; 
b. berbadan sehat; 
c. berkelakuan baik; 
d. tidak pernah dihukum karena kejahatan; 
e. memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen; 
f. berusia sekurangkurangnya 
30 (tiga puluh) tahun. 
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(3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur pemerintah, unsur 
konsumen, dan unsur pelaku usaha. 
(4) Anggota setiap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah 
sedikitdikitnya 
3 
(tiga) orang, dan sebanyakbanyaknya 
5 (lima) orang. 
(5) Pengangkatan dan pemberhentian anggota badan penyelesaian sengketa 
konsumen 
ditetapkan oleh Menteri. 
Pasal 50 
Badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat 
(1) 
terdiri atas: 
a. ketua merangkap anggota; 
b. wakil ketua merangkap anggota; 
c. anggota. 
Pasal 51 
(1) Badan penyelesaian sengketa konsumen dalam menjalankan tugasnya dibantu 
oleh 
sekretariat. 
(2) Sekretariat badan penyelesaian sengketa konsumen terdiri atas kepala sekretariat 
dan 
anggota sekretariat. 
(3) Pengangkatan dan pemberhentian kepala sekretariat dan anggota sekretariat badan 
penyelesaian sengketa konsumen ditetapkan oleh Menteri. 
Pasal 52 
Tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen meliputi: 
108 
 
a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara 
melalui 
mediasi atau arbitrase atau konsiliasi; 
b. memberikan konsultasi perlindungan konsumen; 
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c. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku; 
d. melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam 
Undangundang 
ini; 
e. menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang 
terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen; 
f. melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen; 
g. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap 
perlindungan konsumen; 
h. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang 
dianggap 
mengetahui pelanggaran terhadap Undangundang 
ini; 
i. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau 
setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia 
memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen; 
j. mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna 
penyelidikan dan/atau pemeriksaan; 
k. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen; 
l. memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran 
terhadap 
perlindungan konsumen; 
m. menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan 
Undangundang 
ini. 
Pasal 53 
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang badan 
penyelesaian 
sengketa konsumen Daerah Tingkat II diatur dalam surat keputusan menteri. 
Pasal 54 
(1) Untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen, badan penyelesaian 
sengketa konsumen membentuk majelis. 
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(2) Jumlah anggota majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ganjil dan 
sedikitsedikitnya 
3 (tiga) orang yang mewakili semua unsur sebagaimana dimaksud dalam 
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Pasal 49 ayat (3), serta dibantu oleh seorang panitera. 
(3) Putusan majelis final dan mengikat. 
(4) Ketantuan teknis lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas majelis diatur dalam 
surat 
keputusan menteri. 
Pasal 55 
Badan penyelesaian sengketa konsumen wajib mengeluarkan putusan paling lambat 
dalam 
waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah gugatan diterima. 
Pasal 56 
(1) Dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima putusan badan 
penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 pelaku 
usaha wajib melaksanakan putusan tersebut. 
(2) Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 
14 
(empatbelas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut. 
(3) Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dianggap menerima putusan badan penyelesaian sengketa 
konsumen. 
(4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tidak 
dijalankan 
oleh pelaku usaha, badan penyelesaian sengketa konsumen menyerahkan putusan 
tersebut kepada penyidik untuk melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan 
perundangundangan 
yang berlaku. 
(5) Putusan badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) 
merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan. 
Pasal 57 
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Putusan majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dimintakan 
penetapan 
eksekusinya kepada Pengadilan Negeri di tempat konsumen yang dirugikan. 
Pasal 58 
(1) Pengadilan Negeri wajib mengeluarkan putusan atas keberatan sebagaimana 
dimaksud 
dalam Pasal 56 ayat (2) dalam waktu paling lambat 21 (duapuluh satu) hari sejak 
diterimanya keberatan. 
(2) Terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para 
pihak 
dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi ke 
Mahkamah 
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Agung Republik Indonesia. 
(3) Mahkamah Agung Republik Indonesia wajib mengeluarkan putusan dalam waktu 
paling 
lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan kasasi. 
BAB XII 
PENYIDIKAN 
Pasal 59 
(1) Selain Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil 
tertentu 
dilingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya 
dibidang 
perlindungan konsumen juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana 
dimaksud dalam Undangundang 
Hukum Acara Pidana yang berlaku. 
(2) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berwenang: 
a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan 
dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen; 
b. melakukan pemeriksaan terhadap orang lain atau badan hukm yang diduga 
melakukan tindak pidana dibidang perlindungan konsumen; 
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan 
dengan peristiwa tindak pidana dibidang perlindungan konsumen; 
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d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan 
dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen; 
e. melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti serta 
melakukan penyitaan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan 
bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan konsumen. 
f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di 
bidang perlindungan konsumen. 
(3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik 
Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. 
(4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat 
Polisi 
Negara Republik Indonesia. 
BAB XIII 
S A N K S I 
Bagian Pertama 
Sanksi Administratif 
Pasal 60 
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(1) Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi 
administratif 
terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 
25 dan Pasal 26. 
(2) Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 
200.000.000,00 
(duaratus juta rupiah). 
(3) Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatur 
lebih lanjut dalam peraturan perundangundangan. 
Bagian Kedua 
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Sanksi Pidana 
Pasal 61 
Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya. 
Pasal 62 
(1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, 
Pasal 
9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf 
c,huruf 
e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 
atau 
pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). 
(2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, 
Pasal 
12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f 
dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 
Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 
(3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau 
kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku. 
Pasal 63 
Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan 
hukuman 
tambahan, berupa: 
a. perampasan barang tertentu; 
b. pengumuman keputusan hakim; 
c. pembayaran ganti rugi; 
d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian 
konsumen; 
e. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau 
f. pencabutan izin usaha. 
Halaman 30 
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BAB XIV 
KETENTUAN PERALIHAN 
Pasal 64 
Segala ketentuan peraturan perundangundangan 
yang bertujuan melindungi konsumen 
yang telah ada pada saat undangundang 
ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku 
sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan 
dalam 
undangundang 
ini. 
BAB XV 
KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 65 
Undangundang 
ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun sejak diundangkan. Agar setiap 
orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undangundang 
ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 
Disahkan di Jakarta 
Pada tanggal 20 April 1999 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
ttd. 
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE 
Diundangkan di Jakarta 
Pada tanggal 20 April 1999 
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 
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ttd. 
AKBAR TANDJUNG 
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 
NOMOR 42 
PENJELASAN 
ATAS 
UNDANGUNDANG 
REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 8 TAHUN 1999 
TENTANG 
PERLINDUNGAN KONSUMEN 
I. UMUM 
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Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya di bidang 
perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang 
dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Di samping itu, globalisasi dan perdagangan 
bebas 
yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah 
memperluas 
ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batasbatas 
wilayah suatu negara, 
sehingga barang dan/jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri 
maupun 
produksi dalam negeri. 
Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena 
kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta 
semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis kualitas barang dan/atau 
jasa 
sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. 
Disisi lain, kondisi dan fenomena tersebut di atas dapat mengakibatkan kedudukan 
pelaku 
usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang 
lemah. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang 
sebesarbesarnya 
oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian 
standar yang merugikan konsumen. 
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Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen 
akan 
haknya masih rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan 
konsumen. 
Oleh karena itu, Undangundang 
Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi landasan 
hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya 
masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan 
pendidikan konsumen. 
Upaya pemberdayaan ini penting karena tidak mudah mengharapkan kesadaran 
pelaku 
usaha, yang pada dasarnya prinsip ekonomi pelaku usaha adalah mendapat 
keuntungan 
yang semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin. Prinsip ini sangat 
merugikan 
kepentingan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung. 
Atas dasar kondisi sebagaimana dipaparkan di atas, perlu upaya pemberdayaan 
konsumen 
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melalui pembentukan undangundang 
yang dapat melindungi kepentingan konsumen secara 
integratif dan komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif di masyarakat. 
Piranti hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan 
usaha para 
pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya perlindungan konsumen dapat mendorong iklim 
berusaha yang sehat yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam 
menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas. 
Disamping itu, Undangundang 
tentang Perlindungan Konsumen ini dalam pelaksanaannya 
tetap memberikan perhatian khusus kepada pelaku usaha kecil dan menengah. Hal itu 
dilakukan melalui upaya pembinaan dan penerapan sanksi atas pelanggarannya. 
Undangundang 
tentang Perlindungan Konsumen ini dirumuskan dengan mengacu pada 
filosofi pembangunan nasional bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan 
hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah dalam rangka 
membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah 
kenegaraan 
Republik Indonesia yaitu dasar negara Pancasila dan konstitusi negara 
UndangUndang 
Dasar 1945. 
Disamping itu, Undangundang 
tentang Perlindungan Konsumen pada dasarnya bukan 
merupakan awal dan akhir dari hukum yang mengatur tentang perlindungan 
konsumen, 
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sebab sampai pada terbentuknya Undangundang 
tentang Perlindungan Konsumen ini telah 
ada beberapa undangundang 
yang materinya melindungi kepentingan konsumen, seperti: 
a. Undangundang 
Nomor 10 Tahun 1961 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undangundang 
Nomor 1 Tahun 1961 tentang Barang, menjadi Undangundang; 
b. Undangundang 
Nomor 2 Tahun 1966 tentang Hygiene; 
c. Undangundang 
Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokokpokok 
Pemerintahan di Daerah; 
d. Undangundang 
Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal; 
e. Undangundang 
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Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan; 
f. Undangundang 
Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian; 
g. Undangundang 
Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan; 
h. Undangundang 
Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri; 
i. Undangundang 
Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan; 
j. Undangundang 
Nomor 7 Tahun 1994 tentang Agreement Establishing The World Trade 
Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia); 
k. Undangundang 
Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas; 
l. Undangundang 
Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil; 
m. Undangundang 
Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan; 
n. Undangundang 
Nomor 12 Tahun 1997 tentang perubahan Atas Undangundang 
Hak 
Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undangundang 
Nomor 7 Tahun 1987; 
o. Undangundang 
Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undangundang 
Nomor 
6 Tahun 1989 tentang Paten; 
p. Undangundang 
Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undangundang 
Nomor 
19 Tahun 1989 tentang Merek; 
q. Undangundang 
Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; 
r. Undangundang 
Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran; 
s. Undangundang 
Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan; 
t. Undangundang 
Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undangundang 
Nomor 
7 Tahun 1992 tentang Perbankan. 
Perlindungan konsumen dalam hal pelaku usaha melanggar hak atas kekayaan 
intelektual 
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(HAK) tidak diatur dalam Undangundang 
tentang Perlindungan Konsumen ini karena sudah 
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diatur dalam Undangundang 
Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta, Undangundang 
Nomor 13 Tahun 97 tentang Paten, dan Undangundang 
Nomor 14 Tahun 1997 tentang 
Merek, yang melarang menghasilkan atau memperdagangkan barang dan/atau jasa 
yang 
melanggar ketentuan tentang HAKI. 
Demikian juga perlindungan konsumen di bidang lingkungan hidup tidak diatur 
dalam 
Undangundang 
tentang Perlindungan Konsumen ini karena telah diatur dalam Undangundang 
Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup mengenai kewajiban 
setiap orang untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah 
dan 
menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. 
Dikemudian hari masih terbuka kemungkinan terbentuknya undangundang 
baru yang pada 
dasarnya memuat ketentuanketentuan 
yang melindungi konsumen. Dengan demikian, 
Undangundang 
tentang Perlindungan Konsumen ini merupakan payung yang 
mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan 
konsumen. 
II. PASAL DEMI PASAL 
Pasal 1 
Angka 1 
Cukup jelas 
Angka 2 
Di dalam kepustakaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara. 
Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan 
konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian 
dari proses suatu produk lainnya. Pengertian konsumen dalam undangundang 
ini 
adalah konsumen akhir. 
Angka 3 
Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, 
koperasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lainlain. 
Angka 4 
Cukup jelas 
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Angka 5 
Halaman 35 
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Cukup jelas 
Angka 6 
Cukup jelas 
Angka 7 
Cukup jelas 
Angka 8 
Cukup jelas 
Angka 9 
Lembaga ini dibentuk untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya 
perlindungan konsumen serta menunjukkan bahwa perlindungan konsumen menjadi 
tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. 
Angka 10 
Cukup jelas 
Angka 11 
Badan ini dibentuk untuk menangani penyelesaian sengketa konsumen yang efisien, 
cepat, murah dan profesional. 
Angka 12 
Cukup jelas 
Angka 13 
Cukup jelas 
Pasal 2 
Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) 
asas yang relevan dalam pembangunan nasional yaitu: 
1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam 
penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat 
sebesarbesarnya 
bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. 
2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan 
secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku 
usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. 
Halaman 36 
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3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara 
kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun 
spiritual. 
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan 
jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, 
pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau 
digunakan. 
5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen 
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menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan 
konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. 
Pasal 3 
Cukup jelas 
Pasal 4 
Huruf a 
Cukup jelas 
Huruf b 
Cukup jelas 
Huruf c 
Cukup jelas 
Huruf d 
Cukup jelas 
Huruf e 
Cukup jelas 
Huruf f 
Cukup jelas 
Huruf g 
Hak untuk diperlukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif 
berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin dan status sosial 
lainnya. 
Halaman 37 
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Huruf h 
Cukup jelas 
Huruf i 
Cukup jelas 
Pasal 5 
Cukup jelas 
Pasal 6 
Cukup jelas 
Pasal 7 
Huruf a 
Cukup jelas 
Huruf b 
Cukup jelas 
Huruf c 
Pelaku usaha dilarang membedabedakan 
konsumen dalam memberikan pelayanan. 
Pelaku usaha dilarang membedabedakan 
mutu pelayanan kepada konsumen. 
Huruf d 
Cukup jelas 
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Huruf e 
Yang dimaksud dengan barang dan/atau jasa tertentu adalah barang yang dapat diuji 
atau dicoba tanpa mengakibatkan kerusakan atau kerugian. 
Huruf f 
Cukup jelas 
Huruf g 
Cukup jelas 
Pasal 8 
Ayat (1) 
Halaman 38 
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Huruf a 
Cukup jelas 
Huruf b 
Cukup jelas 
Huruf c 
Cukup jelas 
Huruf d 
Cukup jelas 
Huruf e 
Cukup jelas 
Huruf f 
Cukup jelas 
Huruf g 
Jangka waktu penggunaan/ pemanfaatannya yang paling baik adalah terjemahan dari 
kata „best before‟ yang biasa digunakan dalam label produk makanan. 
Huruf h 
Cukup jelas 
Huruf i 
Cukup jelas 
Huruf j 
Cukup jelas 
Ayat (2) 
Barangbarang 
yang dimaksud adalah barangbarang 
yang tidak membahayakan 
konsumen menurut peraturan perundangundangan 
yang berlaku. 
Ayat (3) 
Sediaan farmasi dan pangan yang dimaksud adalah yang membahayakan konsumen 
menurut peraturan perundangundangan 
yang berlaku. 
Halaman 39 
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Ayat (4) 
Menteri dan menteri teknis berwenang menarik barang dan/atau jasa dari peredaran. 
Pasal 9 
Ayat (1) 
Cukup jelas 
Ayat (2) 
Cukup jelas 
Ayat (3) 
Cukup jelas 
Pasal 10 
Cukup jelas 
Pasal 11 
Huruf a 
Cukup jelas 
Huruf b 
Cukup jelas 
Huruf c 
Cukup jelas 
Huruf d 
Yang dimaksud dengan jumlah tertentu dan jumlah yang cukup adalah jumlah yang 
memadai sesuai dengan antisipasi permintaan konsumen. 
Huruf e 
Cukup jelas 
Huruf f 
Cukup jelas 
Pasal 14 
Halaman 40 
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Cukup jelas 
Pasal 15 
Cukup jelas 
Pasal 16 
Cukup jelas 
Pasal 17 
Ayat (1) 
Cukup jelas 
Ayat (2) 
Cukup jelas 
Pasal 18 
Ayat (1) 
Larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan 
pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. 
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Huruf a 
Cukup jelas 
Huruf b 
Cukup jelas 
Huruf c 
Cukup jelas 
Huruf d 
Cukup jelas 
Huruf e 
Cukup jelas 
Huruf f 
Cukup jelas 
Huruf g 
Cukup jelas 
Huruf h 
Halaman 41 
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Cukup jelas 
Ayat (2) 
Cukup jelas 
Ayat (3) 
Cukup jelas 
Ayat (4) 
Cukup jelas 
Pasal 19 
Ayat (1) 
Cukup jelas 
Ayat (2) 
Cukup jelas 
Ayat (3) 
Cukup jelas 
Ayat (4) 
Cukup jelas 
Ayat (5) 
Cukup jelas 
Pasal 20 
Cukup jelas 
Pasal 21 
Ayat (1) 
Cukup jelas 
Ayat (2) 
Cukup jelas 
Halaman 42 
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Pasal 22 
Ketentuan ini dimaksudkan untuk menerapkan sistem beban pembuktian terbalik. 
Pasal 23 
Cukup jelas 
Pasal 24 
Ayat (1) 
Cukup jelas 
Ayat (2) 
Cukup jelas 
Pasal 25 
Ayat (1) 
Cukup jelas 
Ayat (2) 
Cukup jelas 
Pasal 26 
Cukup jelas 
Pasal 27 
Huruf a 
Cukup jelas 
Huruf b 
Cacat timbul di kemudian hari adalah sesudah tanggal yang mendapat jaminan dari 
pelaku usaha sebagaimana diperjanjikan, baik tertulis maupun lisan. 
Huruf c 
Yang dimaksud dengan kualifikasi barang adalah ketentuan standardisasi yang telah 
ditetapkan pemerintah berdasarkan kesepakatan semua pihak. 
Halaman 43 
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Huruf d 
Cukup jelas 
Huruf e 
Jangka waktu yang diperjanjikan itu adalah masa garansi 
Pasal 28 
Cukup jelas 
Pasal 29 
Ayat (1) 
Cukup jelas 
Ayat (2) 
Cukup jelas 
Ayat (3) 
Cukup jelas 
Ayat (4) 
Cukup jelas 
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Ayat (5) 
Cukup jelas 
Pasal 30 
Ayat (1) 
Cukup jelas 
Ayat (2) 
Yang bertanggung jawab dengan menteri teknis adalah menteri yang bertanggung 
jawab secara teknis menurut bidang tugasnya. 
Halaman 44 
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Ayat (3) 
Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen 
swadaya masyarakat dilakukan atas barang dan/atau jasa yang beredar di pasar 
dengan cara penelitian, pengujian dan/atau survei. 
Aspek pengawasan meliputi pemuatan informasi tentang risiko penggunaan barang 
jika 
diharuskan, pemasangan label, pengiklanan, dan lainlain 
yang disyaratkan berdasarkan 
ketentuan peraturan perundangundangan 
dan kebiasaan dalam praktik dunia usaha. 
Ayat (4) 
Cukup jelas 
Ayat (5) 
Cukup jelas 
Ayat (6) 
Cukup jelas 
Pasal 31 
Cukup jelas 
Pasal 32 
Cukup jelas 
Pasal 33 
Cukup jelas 
Pasal 34 
Ayat (1) 
Huruf a 
Cukup jelas 
Halaman 45 
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Huruf b 
Cukup jelas 
Huruf c 
Cukup jelas 
Huruf d 
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Cukup jelas 
Huruf e 
Keberpihakan kepada konsumen dimaksudkan untuk meningkatkan sikap peduli yang 
tinggi terhadap konsumen (wise consumerism). 
Huruf f 
Cukup jelas 
Huruf g 
Cukup jelas 
Ayat (2) 
Cukup jelas 
Pasal 35 
Ayat (1) 
Jumlah wakil setiap unsur tidak harus sama. 
Ayat (2) 
Cukup jelas 
Ayat (3) 
Cukup jelas 
Ayat (4) 
Cukup jelas 
Pasal 36 
Huruf a 
Cukup jelas 
Halaman 46 
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Huruf b 
Cukup jelas 
Huruf c 
Cukup jelas 
Huruf d 
Akademis adalah mereka yang berpendidikan tinggi dan anggota perguruan tinggi. 
Huruf e 
Tenaga ahli adalah mereka yang berpengalaman di bidang perlindungan konsumen. 
Pasal 37 
Cukup jelas 
Pasal 38 
Huruf a 
Cukup jelas 
Huruf b 
Cukup jelas 
Huruf c 
Cukup jelas 
Huruf d 
Sakit secara terus menerus sehingga tidak mampu melaksanakan tugasnya. 
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Huruf e 
Cukup jelas 
Huruf f 
Cukup jelas 
Pasal 39 
Ayat (1) 
Cukup jelas 
Ayat (2) 
Cukup jelas 
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Ayat (3) 
Cukup jelas 
Pasal 40 
Ayat (1) 
Cukup jelas 
Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional 
adalah keputusan yang ditetapkan berdasarkan musyawarah anggota. 
Pasal 41 
Yang dimaksud dengan keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional 
adalahkeputusan yang ditetapkan berdasarkan musyawarah anggota. 
Pasal 42 
Cukup jelas 
Pasal 43 
Cukup jelas 
Pasal 44 
Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan memenuhi syarat, antara lain, terdaftar dan diakui serta 
bergerak di bidang perlindungan konsumen. 
Ayat (2) 
Cukup jelas 
Ayat (3) 
Cukup jelas 
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Ayat (4) 
Cukup jelas 
Pasal 45 
Ayat (1) 
Cukup jelas 
Ayat (2) 
Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat ini tidak menutup 
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kemungkinan penyelesaian damai oleh para pihak yang bersengketa. Pada setiap 
tahap 
diusahakan untuk menggunakan penyelesaian damai oleh kedua belah pihak yang 
bersengketa. 
Yang dimaksud dengan penyelesaian secara damai adalah penyelesaian yang 
dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa (pelaku usaha dan konsumen) 
tanpa melalui pengadilan atau badan penyelesaian sengketa konsumen dan tidak 
bertentangan dengan undangundang 
ini. 
Ayat (3) 
Cukup jelas 
Ayat (4) 
Cukup jelas 
Pasal 46 
Ayat (1) 
Huruf a 
Cukup jelas 
Huruf b 
Undangundang 
ini mengakui gugatan kelompok atau class action. Gugatan kelompok 
atau class action harus diajukan oleh konsumen yang benarbenar 
dirugikan dan dapat 
dibuktikan secara hukum, salah satu diantaranya adalah adanya bukti transaksi. 
Halaman 49 
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Huruf c 
Cukup jelas 
Huruf d 
Tolok ukur kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit yang 
dipakai 
adalah besar dampaknya terhadap konsumen. 
Ayat (2) 
Cukup jelas 
Ayat (3) 
Cukup jelas 
Pasal 47 
Bentuk jaminan yang dimaksud dalam hal ini berupa pernyataan tertulis yang 
menerangkan bahwa tidak akan terulang kembali perbuatan yang telah merugikan 
konsumen tersebut. 
Pasal 48 
Cukup jelas 
Pasal 49 
Ayat (1) 
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Cukup jelas 
Ayat (2) 
Cukup jelas 
Ayat (3) 
Unsur konsumen adalah lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau 
sekelompok konsumen. 
Ayat (4) 
Cukup jelas 
Ayat (5) 
Cukup jelas 
Halaman 50 
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Pasal 50 
Cukup jelas 
Pasal 51 
Ayat (1) 
Cukup jelas 
Ayat (2) 
Cukup jelas 
Ayat (3) 
Cukup jelas 
Pasal 52 
Cukup jelas 
Pasal 53 
Cukup jelas 
Pasal 54 
Ayat (1) 
Cukup jelas 
Ayat (2) 
Cukup jelas 
Ayat (3) 
Yang dimaksud dengan putusan majelis bersifat final adalah bahwa dalam badan 
penyelesaian sengketa konsumen tidak ada upaya banding dan kasasi. 
Ayat (4) 
Cukup jelas 
Pasal 55 
Cukup jelas 
Halaman 51 
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Pasal 56 
Ayat (1) 
Cukup jelas 
Ayat (2) 
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Cukup jelas 
Ayat (3) 
Cukup jelas 
Ayat (4) 
Cukup jelas 
Ayat (5) 
Cukup jelas 
Pasal 57 
Cukup jelas 
Pasal 58 
Ayat (1) 
Cukup jelas 
Ayat (2) 
Cukup jelas 
Ayat (3) 
Cukup jelas 
Pasal 59 
Ayat (1) 
Cukup jelas 
Ayat (2) 
Cukup jelas 
Ayat (3) 
Halaman 52 
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Cukup jelas 
Ayat (4) 
Cukup jelas 
Pasal 60 
Ayat (1) 
Cukup jelas 
Ayat (2) 
Cukup jelas 
Ayat (3) 
Cukup jelas 
Pasal 61 
Cukup jelas 
Pasal 62 
Ayat (1) 
Cukup jelas 
Ayat (2) 
Cukup jelas 
Ayat (3) 
Cukup jelas 
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Pasal 63 
Cukup jelas 
Pasal 64 
Cukup jelas 
Halaman 53 
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Pasal 65 
Cukup jelas 
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